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PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Pasal 129 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2022;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam  Rangka
Menghadapi  Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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12.
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14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);

21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2009 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat
Daerah Kota Lubuklinggau.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujusn dan sasaran dari waktu ke
waktu.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam penetapan Renja Perangkat Daerah, penyusunan KUA dan PPAS, serta
penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

(1)

(2)

Pasal 3
Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII Penutup
Dokumen RKPD Tahun 2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.



Pasal 4
Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 12 Juli 2021

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 12 Juli 2021




viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih Sayang-Nya
dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2022 ini dapat disusun dan

diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

RKPD Kota Lubuklinggau tahun 2022 merupakan pemfokusan rencana
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tahun
2021. Pemfokusan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023. Setelah RKPD disahkan, maka
RKPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2022. Selain itu, RKPD juga menjadi pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS)
yang kemudian menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2022.

RKPD ini mencakup seluruh bidang urusan pembangunan yang harus dilaksanakan
oleh setiap Perangkat Daerah seseuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam
proses penyusunan RKPD ini dilakukan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah.
Selanjutnya, Perangkat Daerah dihimbau untuk senantiasa berpedoman pada RKPD ini
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Terwujudnya RKPD Kota Lubuklinggau tahun 2022 ini melibatkan seluruh
pemangku kepentingan. Bappedalitbang selaku koordinator penyusunan, seluruh Perangkat
Daerah, pimpinan Pemerintah Kota Lubuklinggau, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat
Kota Lubuklinggau telah terlibat didalamnya. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada

semua pihak atas dukungannya dalam mewujudkannya.

Lubuklinggau, 2021
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

TTD

H. SN. PRANA PUTRA SOHE
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Jangka Waktu 1
(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat
praktis dan operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan
program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target
kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu, RKPD
juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan
kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung
jawab terhadap pelaksanaannya.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan
pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih
lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota
Lubuklinggau adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat
arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang
selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,
Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.
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1.2.

RKPD Kota Lubuklinggau diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan
antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan
penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan
proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan
mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan
kegiatan pembangunan daerah.

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN)
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Selain itu, penyusunan RKPD Kota
Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, arah kebijakan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, serta
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Lubuklinggau Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Berdasarkan permasalahan dan target yang akan dicapai pada tahun
2022 akan ditentukan oleh rencana kegiatan tahun 2022. Pencapaian target-
target pembangunan pada tahun 2022 dilakukan melalui pendekatan Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) untuk mencapai target pembangunan
yang ditetapkan. RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 diharapkan dapat
menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang
harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD ini juga merupakan

acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomaor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
16);
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30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01); dan

31. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 04).

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam
rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD,
KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran (RKA) PD. RKPD merupakan
penjabaran RPJMD vyang berpedoman pada RPJP Daerah. Dalam
hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum
Musrenbang Nasional.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Lubuklinggau
dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah

sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawabh ini.

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Pedoman Pedoman i
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Pedoman
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i i Pedoman
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3
&
R X 1 Pedoman R m Pedoman
enstra enja > G
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vewiopad
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Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
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Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas
merupakan dokumen vyang bersifat a-spasial yang perlu diselaraskan dengan
dokumen-dokumen perencanaan spasial. Di tingkat nasional, dokumen perencanaan
diselaraskan dengan RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis
Nasional. Sementara itu di level perencanaan daerah, dokumen perencanaan a-spasial
juga diselaraskan dengan RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, PZ, RTR Kawasan Strategis
Daerah, serta dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Hubungan antara dokumen-
dokumen perencanaan a-spasial dan spasial lebih lanjut ditunjukkan dalam Gambar
1.2. berikut ini.

Gambar 1.2. Hubungan Antara Perencanaan A-Spasial dan Spasial

I Perencanaan A-Spasial I | Perencanaan Spasial l

diacu
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Renstra RENJA
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T i
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i v pedoman

I r - RDTR dan PZ
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Daerh pedoman dijabarkan RKPD ]
I L —-[ RTR Kawasan Strategis Daerah }

pedoman

Sl e ..[ RTR Daerah Tetangga A ]
. diselaraskan

v
Renstra | pedoman Renja ]
SKPD/UKPD SKPD/UKPD e -I RTR Daerah Tetangga B l

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

Penyusunan dokumen RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 juga
memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 merupakan
bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan system
perencanaan penganggaran terpadu. RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 mengacu
pada RKP Tahun 2022, RPJPD Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 dan RPJMD
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Dokumen RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022
akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2022,

yang merupakan dasar penyusunan RKA SKPD dan UKPD Tahun 2022 serta dasar
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penyusunan RAPBD Kota Lubuklinggau Tahun 2022. Oleh karena itu, dokumen RKPD
Kota Lubuklinggau Tahun 2022 menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan
dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun
2022.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2022 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam
pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Lubuklinggau Tahun 2022 adalah :

(1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;

(2) Terwujudnya penyelarasan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

(3) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan berkelanjutan;

(4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

(5) Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2022,
yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan,

disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan
BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB llI. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV.  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI.  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB VII.  Penutup
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis Kota Lubuklinggau berada di bagian Barat Provinsi

Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102°

40'00"-103" 0'0” Bujur Timur (BT) dan 3° 410" — 3° 22’ 30” Lintang

Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

o Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning
Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

a Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo
dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi
Rawas

0 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas, dan Provinsi Bengkulu

0 Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Lubuklinggau
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Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau



Wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 72

(tujuh puluh dua) Kelurahan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau per

Kecamatan

No Nama Kecamatan Luas Wilayah
(KM2)
1 Kecamatan Lubuklinggau Barat | 54,81
2 Kecamatan Lubuklinggau Barat Il 10,84
3 Kecamatan Lubuklinggau Timur | 85,15
4 Kecamatan Lubuklinggau Timur Il 37,26
5 Kecamatan Lubuklinggau Utara | 13,90
6 Kecamatan Lubuklinggau Utara Il 10,12
7 Kecamatan Lubuklinggau Selatan | 153,3
8 Kecamatan Lubuklinggau Selatan Il 37,11
Total Luas Wilayah Kota Lubuklinggau 401,50

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.1.2. Kondisi Topografi

I1-2

Kondisi morfologi lahan di wilayah Kota Lubuklinggau secara umum
dipengaruhi keberadaan Pegunungan Bukit Barisan, dimana ketinggian
lahan dai atas permukaan laut berkisar antara 129 meter di atas
permukaan laut dengan morfologi lahan bervariasi dengan klasifikasi
dataran sampai dengan berbukit/bergunung. Keadaan alamnya terdiri dari
Hutan Potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya.

Kelerengan lahan dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) :

a) Kelerengan Lahan O — 2 persen morfologi sangat landai umumnya
wilayah persebarannya pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan | dan
Lubuklinggau Selatan I, khususnya pada kawasan permukiman,
persawahan dan kebun campuran;

b) Kelerengan Lahan 2 — 5 persen (morfologi dataran) umumnya wilayah
persebarannya merata pada wilayah kecamatan dan pemanfaatan lahan
eksisting khususnya sebagai kelompok permukiman, yang dikelilingi

lahan pertanian persawahan , belukar dan kebun campuran;
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c) Kelerengan Lahan 5 — 15 persen (morfologi berundak) umumnya
persebarannya pada wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara |,
Kecamatan Lubuklinggau Timur |l dan sebagian Kecamatan
Lubuklinggau Barat |, khususnya pada kawasan kebun campuran, hutan
rakyat dan belukar;

d) Kelerengan Lahan 15 — 40 persen (morfologi berbukit-bukit) umumnya
wilayah persebarannya pada wilayah sebagaian kecil Kecamatan
Lubuklinggau Barat | dan Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan

e) Kelerengan Lahan > 40 persen (morfologi berbukit - bergunung)
umumnya wilayah persebarannya pada wilayah sebagaian Kecamatan
Lubuklinggau Barat |, Kecamatan Lubuklinggau Utara Il, Kecamatan
Lubuklinggau Selatan Il yang sebagian merupakan Taman Nasional
Kerinci Seblat (TNKS), Bukit Sulap, Bukit Pisang, Bukit Kiji dan Bukit
Cogong.

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Lubuklinggau

Sumber : Bappedalitbang Kota Lubuklinggau

2.1.1.3. Geologi
Secara umum jenis batuan dasar yang terbentuk di wilayah Kota
Lubuklinggau tersusun berupa pumicecous tuff, sandy tuff dan tuff acecous
sand stone yang kesemuanya bersifat vulkan kuarter. Bahan-bahan ini
kaya dengan plagioklas dan umumnya bersifat masam, kedap air dan
plastis teguh. Sedangkan kondisi stratigrafi wilayah didominasi oleh satuan
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alluvial dengan sebaran yang cukup merata dan merupakan suatu
rangkaian antiklin yang tersebar pada bagian barat wilayah perencanaan.

Sedangkan jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Lubuklinggau
adalah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

¢ Alluvial, banyak dijumpai di wilayah dataran dan sekitar aliran sungai,
terbentuk dari bahan endapan liat dan pasir yang terendapkan oleh
banjir/genangan dengan tingkat kesuburan relatif sedang tergantung
bahan yang diendapkan. Umumnya keasaman PH 4,5 — 55, tekstur
halus, drainse jelek dan cocok untuk pengembangan areal
persawahan dan tanaman palawija.

o Litosol dan Asosiasi Litosol, banyak dijumpai di wilayah pada elevasi
tinggi, terbentuk dari bahan tufa vulkan andesitis - basaltis dengan
tingkat kesuburan relatif sedang. Umumnya keasaman PH 5,5 — 6,5,
tekstur halus, struktur gembur, warna coklat hingga merah dan cocok
untuk pengembangan tanaman keras, rumput-rumputan dan ternak.

e Regosol, merupakan jenis tanah yang mempunyai perkembangan
profil tinggi dengan warna hitam hingga kelabu tua, banyak dijumpai
di wilayah dataran bergelombang dan terbentuk dari bahan tufa abu
dan batuan intersedimen dengan tingkat kesuburan relatif sedang
umumnya keasaman PH 5,5 — 6,5, tekstur agak kasar, sebagian
besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, struktur gembur
dan cocok untuk pengembangan tanaman padi, palawija dan
tanaman keras lainnya.

e Asosiasi Gleihumus, banyak dijumpai di wilayah dataran dan
bergelombang, banyak mengandung unsur hara dan peka terhadap
erosi. Umumnya keasaman PH 4,5 — 6,5, tekstur halus, sebagian
besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, struktur gembur

dan cocok untuk pengembanan areal tanaman padi.

2.1.1.4. Hidrologi

I1-4

Kota Lubuklinggau termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS)
Lakitan serta Sub DAS Kelingi yang membentuk beberapa sungai yang
merupakan anak sungai dari Sungai Musi, dengan debit aliran relatif stabil
dalam arti tidak menunjukan perbedaan fluktuasi antara musim kemarau

dengan musim penghujan. Ada dua bagian penting dalam pembagian air,
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yaitu air permukaan dan air tanah dengan uraian masing-masing sebagai

berikut:

a) Air Permukaan

Karakteristik morfologi tanah Kota Lubuklinggau relatif datar,

dimana terdapat alur-alur dan sungai sehingga membentuk suatu
wilayah aliran sungai yang termasuk dalam Sub Das Lakitan seluas
20.573,9 Ha dan Sub DAS Kelingi seluas 19.516 Ha, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel 2.2. Luas Sub DAS Lakitan dan Sub DAS Kelingi
per Kecamatan dalam Kota Lubuklinggau

Nama Kecamatan Luas Wilayah  Luas Sub Termasuk
(KM?2) DAS (KM2) DIm Sub DAS

1 Lubuklinggau Selatan | 85,14 85,14 Sub. DAS
Kelingi

2 Lubuklinggau Selatan Il 37,16 9,58 SUb'.DAS
Kelingi

3 Lubuklinggau Barat | 54,81 4,81 SUb'.DAS
Kelingi

4 Lubuklinggau Barat Il 10,81 10,81 SUb'.DAS
Kelingi

5  Lubuklinggau Utara | 152,42 6,97 Sub. DAS
Kelingi

6 Lubuklinggau Utara Il 37,1 5,02 SUb'.DAS
Kelingi

7 Lubuklinggau Timur | 13,9 13,9 Sub. DAS
Kelingi

8 Lubuklinggau Timur Il 10,12 10,12 SUb'_DAS
Kelingi

Sumber: Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau

Adapun sungai-sungai yang melalui wilayah Kota Lubuklinggau
antara lain adalah Sungai Kelingi, Sungai Kesie, Sungai Ketue, Sungai
Kati dan lainnya. Secara umum sungai-sungai tersebut termasuk tipe
parenial, yaitu sungai yang mempunyai aliran sepanjang tahun,
sehingga debit air tidak berfluktuasi cukup tinggi antara musim kemarau
dengan musim hujan. Pada umumnya sungai-sungai tersebut
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. sebagai sumber air baku untuk

kebutuhan sehari-hari dan keperluan urusan pertanian.
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2.1.1.5.

b) Air Tanah

Sumber daya air tanah merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam mendukung kelangsungan perkembangan sosial ekonomi
di Kota Lubuklinggau. Evaluasi sumber daya air dilakukan baik secara
kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk penyediaan air bersih maupun untuk keperluan
pertanian.

Identifikasi secara menyeluruh mengenai potensi sumber daya air
tanah hingga saat ini masih belum ada, hal ini dapat dimungkinkan oleh
karena kebutuhan air baku, relatif masih dapat dipenuhi dengan
keberadaan air sungai yang mengalir di Kota Lubuklinggau. Disamping
itu air tanah dapat dieksploitasi oleh masyarakat dengan tingkat
kedalaman 5-10 meter dengan debit air relatif tidak berfluktuasi secara
mencolok antara musim kemarau dengan musim penghujan, sehingga
pada musim kemarau sumber air tanah dangkal memiliki debit yang

masih memadai.

Klimatologi

Kota Lubuklinggau mempunyai tipe iklim tropis dengan variasi curah
hujan rata-rata 200-225 mm/tahun, dimana setiap tahun jarang sekali
ditemukan bulan kering. Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2020
adalah sebesar 79 persen. Selama tahun 2020, penyinaran matahari rata-
rata tahunan di wilayah perencanaan berkisar 55 persen (>6 jam/hari)
dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan terendah pada
bulan Agustus. Suhu udara rata-rata di Kota Lubuklinggau pada tahun
2020 sebesar 29°C dengan fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, sehingga
sepanjang tahun relatif sama. Secara umum, kondisi klimatologi di Kota
Lubuklinggau pada tahun 2020 tidak mengganggu produktivitas tanaman di
Kota Lubuklinggau.
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Tabel 2.3. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan
di Kota Lubuklinggau Tahun 2020

Curah Hujan Hari Hujan
(mm) (QED)
1. Januari 114,30 29
2. Februari 298,50 22
3. Maret 367,90 19
4.  April 396,50 24
5. Mei 265,30 20
6. Juni 133,00 19
7.  Juli 74,90 20
8. Agustus 48,60 10
9. September 116,00 14
10. Oktober 251,80 17
11. November 333,60 23
12. Desember 228,20 22
Jumlah 2628,60 239
Rata-rata 219,05 19,2

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau saat ini meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung
meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sempadan sungai.
Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi
permukiman, pemerintahan dan perkantoran, perdagangan dan jasa,
industri, pertanian, perkebunan, tegalan, perikanan (tambak), pelayanan
fasilitas umum, dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan
penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Lubuklinggau tidak
lepas dari keberadaan Kota Lubuklinggau yang berada pada perlintasan
pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional (Lintas Sumatera)
yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Sebagai
konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman,
perdagangan dan jasa, pemerintahan dan perkantoran, industri dan
fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama
(linier).
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Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kota Lubuklinggau
terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros
jalur Lintas Tengah Lintas Sumatera (terkonsentrasi pada pusat kota),
sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak
merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota
(kesenjangan perkembangan kegiatan di pusat kota dengan bagian-bagian
wilayah kota lainnya), terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan
sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola
ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai
pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan
pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau
daerah transisi. Untuk jelasnya sebaran dan kecenderungan penggunaan
lahan Kota Lubuklinggau yang terjadi saat ini dapat dilihat pada bahasan
berikut ini.

a) Kegiatan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kegiatan kota yang berfungsi
sebagai hunian bagi warga Kota Lubuklinggau. Luas penggunaan lahan
untuk permukiman sebesar 23 persen dari luas keseluruhan Kota
Lubuklinggau atau sekitar 9.234,5 Ha. Karena adanya jalur lintas
sumatera yang membentang di tengah-tengah Kota Lubuklinggau, maka
aktivitas penduduk pun terkonsentrasi di sepanjang jalur tersebut (Jalan
Yos Sudarso) atau di Pusat Kota. Namun dengan adanya pembangunan
jalan lingkar utara dan selatan, serta terminal tipe B di Kecamatan Utara
I, ada kecenderungan perkembangan permukiman ke wilayah ini. Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya pembangunan kawasan perumahan baru di
wilayah ini. Bangunan perumahan di Kota Lubuklinggau meliputi

bangunan permanen, semi permanen dan sederhana.

b) Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran
Salah satu fungsi Kota Lubuklinggau adalah sebagai pusat
pemerintahan dan aktivitas perkantoran. Kawasan perkantoran swasta
saat ini terkonsentrasi di pusat kota (Kecamatan Lubuklinggau Timur |
dan IlI) dan sebagian tersebar di sepanjang jalan utama kota (Jalan Yos

Sudarso). Sedangkan untuk perkantoran pemerintah saat ini
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terkonsentrasi di 3 (tiga) tempat, yaitu di Kecamatan Lubuklinggau Barat
(Kayuara), Lubuklinggau Timur (Pusat Kota), dan Lubuklinggau Utara

(pembangunan baru kompleks perkantoran dan sarana olah raga).

c) Kegiatan Perdagangan dan Jasa

Kota Lubuklinggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan
dan jasa, hal ini nampak dari banyaknya tempat-tempat perdagangan
dan jasa serta beraneka ragam fasilitas pendukungnya. Perkembangan
perdagangan dan jasa ini tidak terlepas dari letak Kota Lubuklinggau
yang berada pada jalur lintas sumatera dan fungsinya sebagai kota
transit, sebagai akibat dari hal tersebut maka Kota Lubuklinggau
berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa (distribusi dan
akumulasi) berbagai komoditas perekonomian dari wilayah sekitarnya.

Persebaran kegiatan perdagangan dan jasa skala kota (modern)
yang terjadi saat ini yaitu disepanjang Jalan Yos Sudarso, Terminal
Kalimantan (Terminal Kota), Stasiun kereta api (Pusat Kota), namun
sudah ada upaya untuk mendistribusikan kegiatan perdagangan ke
wilayah-wilayah pinggiran seperti di wilayah utara dan selatan.
Sedangkan untuk kegiatan perdagangan skala lokal (tradisional) seperti
toko, warung dan pasar letaknya menyebar mendekati kawasan
permukiman.

Kota Lubuklinggau memiliki 9 (sembilan) pasar yaitu di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan (Pasar Simpang Priuk dan Pasar Moneng Sepati),
Kecamatan Lubuklinggau Barat (Pasar Inpres Blok A dan Blok B),
Kecamatan Lubuklinggau Utara Il (Pasar Satelit dan Pasar Bukit Sulap),
Kecamatan Lubuklinggau Barat Il (Pasar Terminal Agribisnis),
Kecamatan Lubuklinggau Timur Il (Pasar Mesat Seni), dan Kecamatan
Lubuklinggau Barat | (Pasar Tanjung Aman).

Permasalahan perdagangan dan jasa yang terjadi saat ini
disebabkan belum adanya pengaturan yang jelas antara kegiatan
perdagangan skala regional (wilayah) dengan skala kota (dilakukan
dengan sistem rolling / shift di sekitar Terminal Kalimantan), serta belum
adanya kawasan-kawasan khusus untuk perdagangan sehingga

kegiatan perdagangan terkonsentrasi di pusat kota.
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¢) Kegiatan Industri
Kegiatan industri di Kota Lubuklinggau umum berupa industri kecil
yang lokasinya tersebar diseluruh bagian wilayah kota. Beberapa jenis
kegiatan industri yang ada di Kota Lubuklinggau berupa industri kimia,
agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronik dan aneka industri.
Karena sebagian besar merupakan industri kecil, maka kegiatan ini

menyatu dengan lokasi permukiman.

d) Fasilitas Umum
Fasilitas umum di Kota Lubuklinggau umumnya terkonsentrasi di
pusat kota. Ada beberapa fasilitas umum yang lokasinya menyebar
seperti sarana pendidikan (SD), sarana peribadatan (mushola) dan
sarana kesehatan (puskesmas). Untuk lebih jelasnya, pola penggunaan
lahan di Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

Tabel 2.4. Pola Penggunaan Lahan

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) FEISERIESE
(%)
1 Permukiman 9.234,50 23,00
2 | Pertanian 4.634,00 11,54
3 Perikanan 4.950,00 12,32
4  TNKS 6.616,95 16,48
5 Hutan / Belukar 4.364,18 10,86
6  Perkebunan 8.806,25 21,93
7  Lain-lain 1.544,12 3,84
Jumlah 40.150,00 100,00

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau
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Gambar 2.3. Peta Penggunaan Lahan Kota Lubuklinggau

Sumber : Bappedalitbang Kota Lubuklinggau

Di Kota Lubuklinggau juga terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat
(TNKS) yang termasuk dalam hutan nasional seluas 6.616,95 Ha. Selain itu
juga ada kawasan resapan air yang terletak di Bukit Cogong, dimana
pengelolaannya bersama-sama dengan Kabupaten Musi Rawas. Sementara
untuk Hutan Kota seluas 60 Ha terdapat di daerah Cikencreng dan Gua
Batu. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengusulkan alih fungsi Hutan
Produksi Tetap di Bukit Bulu Tumpah seluas 11.700 Ha di Kecamatan
Lubuklinggau Utara | untuk areal penggunaan lainnya, antara lain untuk
perkantoran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW
Kota Lubuklinggau bahwa di dalam wilayah Kota hendaknya terdapat Ruang
Terbuka Hijau minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Kota itu
sendiri, maka masih perlu peningkatan, karena sampai dengan tahun 2016
Ruang Terbuka Hijau di Kota Lubuklinggau baru mencapai 19.687 m2 yang
terdiri dari hutan kota, sempadan sungai, sempadan rel, sempadan SUTT,

pemakaman, taman kota.
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2.1.1.7. Kependudukan

Penduduk Kota Lubuklinggau pada tahun 2020 berdasarkan hasil
Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPS adalah
sebanyak 234.166 jiwa yang terdiri atas 118.042 jiwa penduduk laki-laki dan
116.124 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk setiap tahun terus
mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun
2020 sebesar 0,42 persen. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di
Kota Lubuklinggau adalah sebesar 583 jiwa per Km?.

Gambar 2.4. Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuklinggau
Tahun 2016 - 2020

236,00
234,17

234,00 233,18
232,00
229,89
230,00
228,00 226,55
226,00
224,00 223,18
222,00
220,00
218,00
216,00

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Penduduk
(Ribu Jiwa)

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Distribusi penduduk menurut kecamatan tidak merata. Dari delapan
kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Utara
[I' memiliki jumlah penduduk paling banyak (40.417 jiwa), kemudian diikuti
oleh Kecamatan Lubuklinggau Barat | (38.333 jiwa). Sedangkan kecamatan
dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lubuklinggau
Selatan |1 (16.017 jiwa) dan Lubuklinggau Utara | (17.914 jiwa).
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2.1.1.8.

Gambar 2.5. Persentase Distribusi Penduduk
Kota Lubuklinggau Tahun 2020
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Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur Ruang RTRW Kota Lubuklinggau memuat pusat-pusat
pertumbuhan yang diharapkan menjadi pemicu pengembangan wilayah
dalam Kota Lubuklinggau. Sektor perdagangan dan jasa yang menjadi
kegiatan utama pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lubuklinggau
dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, sektor ini terus berkembang dan
menjadi potensi untuk terus dikembangkan sebagai sektor terbesar
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Kawasan
Perdagangan dan Jasa difokuskan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK)
Pasar Pemiri dengan didukung oleh 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota
(Sub PPK).

pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagai titik sentral pendukung

Simpul pertumbuhan ini diproyeksikan sebagai pemicu
pengembangan kawasan.

Kota Lubuklinggau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun
2012-2032. Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah Kota Lubuklinggau yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah tersebut meliputi:
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a) Sistem pusat pelayanan kota, meliputi:
I) Pusat pelayanan kota (PPK);
II) Sub-pusat pelayanan kota (Sub-PPK); dan
l1l) Pusat lingkungan (PL).

b) Sistem jaringan prasarana kota, meliputi:

I) Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan

II) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Beberapa Potensi Kota Lubuklinggau
dikembangkan antara lain :
a) Wisata

yang patut untuk

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki potensi pariwisata yang

sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan.

Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal

dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Namun beberapa

kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih

rendahnya kualitas infrastruktur pendukung. Untuk pengembangan

sektor pariwisata saat ini sudah ada obyek wisata yaitu:

I. Wisata Alam
a) Air Terjun Tagli;
b) Air Terjun Temam lI;
c) Bukit Sulap;
d) Goa Batu Kel. Taba Jemekeh;

e) Goa Batu Naga Kelurahan Jukung;

f)  Air Terjun Curug Layang Kel. LubukKupang; dan

g) Air Terjun Sei.Sando Kel.Ulak Surung.
Il. Wisata Budaya

a) Museum Sub KosGaruda

b) Benteng Kuto Ulak Lebar;

c) Rumah Adat di Kel. Batu urip dan Kel. Jukung.

lll. Wisata Buatan
a) DAM Air Watervang
b) Danau Malus Kel. Petanang
c) DAM KESIE
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b) Pertanian, perikanan dan peternakan

Pertanian di Kota Lubuklinggau secara umum memiliki potensi
yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang
cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas
(tanaman pangan, ternak, ikan, dan hutan). Sektor pertanian juga
memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata
sebesar 24% dari jumlah penduduk bekerja, meskipun presentase
penyerapannya cenderung menurun.

Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain
(linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal,
regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri
yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya.
Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta
ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala
yang masih dihadapi sektor pertanian.

Kota Lubuklinggau memiliki potensi pembangunan ekonomi
peternakan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha
perikanan tangkap, usaha budidaya air tawar. Namun kondisi dan
potensi sumber daya perikanan ini belum diikuti dengan perkembangan
bisnis dan usaha perikanan yang baik. Tingkat investasi sarana dan
prasarana pendukung bisnis perikanan serta produksi sumber daya
perikanan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya
kondisi pembudidaya sebagai produsen menyebabkan kurang
berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil

perikanan.

¢) Investasi

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu
ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas
fungsi dan peranan UMKM dalam pembangunan serta rentannya UMKM
terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit
konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat
kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang
menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan

UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan
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2.1.1.9.

II-16

bisnis guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan. Lebih dari 90
persen, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuklinggau bergerak pada

sektor sekunder, yang rentan terhadap pengaruh ekonomi global.

Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis, kemungkinan terjadinya bencana di kota
Lubuklinggau adalah berasal dari banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa
bumi serta angin puting beliung. Saat ini, bencana banijir belum terjadi
secara mengkhawatirkan hanya sebatas banjir sesaat atau genangan air
selama beberapa jam setelah hujan deras mengguyur kondisi tersebut
sering terjadi pada kawasan Pusat Kota yaitu di beberapa titik di depan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin. Selanjutnya, tanah longsor
dikhawatirkan terjadi di sekitar Bukit Sulap terutama pada daerah
permukiman yang terletak dibawah kaki bukit sulap karena masyarakat
yang mengambil batu alam untuk peralatan dapur dari Bukit Sulap yaitu
pada wilayah Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I,dan
sebagian besar Kelurahan didaerah Kecamatan Lubuklinggau Utara Il yaitu
Kelurahan Kaliserayu Kelurahan Ulak Surung, Kelurahan Jogoboyo.

Bahaya kebakaran sering terjadi karena kecerobohan masyarakat,
misalnya kompor, tabung gas bahkan karena lilin dan membakar sampah
di halaman. Permukiman yang padat ataupun dibuat dari bahan kayu
menyebabkan kawasan permukiman rawan kebakaran. Di Kota
Lubuklinggau potensi terbesar untuk bahaya kebakaran terdapat di
Kelurahan Jawa Kanan SS, Kelurahan Mesat Seni dan Kelurahan Mesat
jaya.

Dalam hal gempa bumi, Kota Lubuklinggau berdekatan dengan
kawasan Bukit Barisan yang memiliki salah satu lempeng (vault) gempa
bumi di pulau Sumatera. Kemungkinan terjadi bencana gempa bumi di kota
Lubuklinggau tetap perlu menjadi pertimbangan karena lokasinya relatif
berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan.

Bencana akibat angin puting beliung dalam beberapa tahun terakhir
ini yaitu terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Utara | dan Kecamatan
Lubuklinggau Barat I, hal ini diakibatkan karena pengaruh global warming
maupun climate change. Oleh sebab itu, perlu juga diwaspadai akibat dari

angin puting beliung yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Korban yang
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mungkin terjadi dalam jumlah besar di kota Lubuklinggau, kemungkinan

terjadi akibat dari gempa bumi maupun kebakaran.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Lubuklinggau berdasarkan besaran Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020
mencapai Rp 6,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp
4,33 triliun. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, pertumbuhan
ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -
0,13 persen. Adanya pandemi Covid-19 menekan kinerja hampir seluruh
lapangan usaha di Kota Lubuklinggau.

Gambar 2.6. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Lubuklinggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau pada tahun
2016 dan 2017 berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.
Namun, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota
Lubuklinggau masih brada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera
Selatan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota
Lubuklinggau selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional
sepanjang lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau dapat dilihat
pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. berikut.
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Tabel 2.5. PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Haga Konstan 2010 Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019* 2020**
No Sektor Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(MiISar) % (MiISar) % (MiISar) % (Mili)/ar) % (MiISar) %

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 224,97 6,17 233,47 6,02 237,01 5,77 245,17 5,65 248,42 573

B Pertambangan & penggalian 59,89 1,64 65,38 1,69 69,79 1,70 73,81 1,70 75,18 1,73

C Industri pengolahan 227,61 6,24 245,83 6,34 265,88 6,48 286,97 6,61 285,79 6,59

D Pengadaan Listrik & Gas 3,70 0,10 3,91 0,10 4,17 0,10 4,55 0,10 5,08 0,12

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 9,23 0,25 9,08 0,23 9,50 0,23 9,37 0,22 9,72 0,22
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 862,13 23,65 931,32 24,03 980,60 23,88 1.015,62 23,40 986,26 22,75

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 604,89 16,59 644,31 16,62 688,50 16,77 738,84 17,02 735,10 16,96
Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 221,94 6,09 240,18 6,20 260,44 6,34 281,60 6,49 270,24 6,23

| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 124,31 3,41 133,83 3,45 149,72 3,65 168,86 3,89 156,49 3,61

J Informasi dan Komunikasi 63,85 1,75 68,73 1,77 73,54 1,79 78,98 1,82 87,53 2,02

K Jasa Keuangan dan Asuransi 229,14 6,28 236,40 6,10 243,13 5,92 243,52 5,61 247,30 571

L Real Estate 333,71 9,15 356,92 9,21 382,93 9,33 411,13 9,47 424,62 9,80

M,N Jasa Perusahaan 41,22 1,13 44,37 1,14 48,31 1,18 52,73 1,21 51,15 1,18

o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 116,72 3,20 122,64 3,16 125,26 3,05 126,71 2,92 132,85 3,07

dan Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 248,72 6,82 252,79 6,52 260,26 6,34 270,79 6,24 266,43 6,15

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 81,55 2,24 84,27 2,17 86,85 2,12 95,02 2,19 104,62 2,41

R,S,T,U Jasa Lainnya 192,50 5,28 202,73 5,23 220,19 5,36 236,45 5,45 247,60 5,71

PDRB 3.646,07 100,00 3.876,14 100,00 4.106,07 100,00 4.340,12 100,00 4.334,37 100,00

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021
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Tabel 2.6. PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019* 2020**
No Sektor Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(Milzar) % (MilSar) % (Mili)/ar) % (MiISar) % (Mil?/ar) %
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 290,84 5,65 305,62 5,42 313,31 511 329,90 4,96 341,99 5,08
B Pertambangan & penggalian 92,87 1,80 101,16 1,79 109,40 1,78 116,82 1,76 119,64 1,78
C Industri pengolahan 333,92 6,48 377,73 6,70 421,39 6,87 460,76 6,93 471,47 7,00
D Pengadaan Listrik & Gas 5,66 0,11 6,51 0,12 6,93 0,11 7,14 0,11 8,20 0,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 10,87 0,21 11,32 0,20 12,37 0,20 12,40 0,19 12,69 0,19
dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.265,78 24,58 1.388,75 24,64 1.490,66 24,30 1.557,10 23,42 1.516,45 22,52
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 996,47 19,35 1.129,50 20,04 1.270,61 20,71 1.425,51 21,44 1.448,62 21,51
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 307,86 5,98 342,33 6,07 381,21 6,21 418,51 6,30 404,13 6,00
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 195,84 3,80 218,22 3,87 252,39 4,11 295,33 4,44 279,17 4,15
J Informasi dan Komunikasi 69,17 1,34 77,69 1,38 86,94 1,42 95,36 1,43 106,07 1,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi 299,31 5,81 321,07 5,70 335,36 5,47 341,93 514 344,40 511
L Real Estate 426,13 8,27 464,69 8,24 512,61 8,36 569,21 8,56 601,15 8,93
M,N Jasa Perusahaan 60,60 1,18 67,49 1,20 76,84 1,25 88,11 1,33 86,48 1,28
0] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 164,90 3,20 160,87 2,85 158,12 2,58 160,10 2,41 172,62 2,56
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 298,77 5,80 309,16 5,49 319,66 5,21 340,65 5,12 352,32 5,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 96,34 1,87 103,33 1,83 108,58 1,77 120,19 1,81 137,32 2,04
R,S,T,U Jasa Lainnya 235,28 4,57 250,99 4,45 278,83 4,54 308,79 4,64 331,40 4,92
PDRB 5.150,61 100,00 5.636,43 100,00 6.135,21 100,00 6.647,81 100,00 6.734,12 | 100,00
Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 II-19




2.1.2.1.2.

Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan
kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan
harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli
masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang
pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side)
dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari Sisi
suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang
atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola
inflasi Kota Lubuklinggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya
lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi
suplai, inflasi di Lubuklinggau juga dipengaruhi oleh faktor yang
menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan
pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong
peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya
terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Secara umum laju inflasi di Kota Lubuklinggau dalam lima tahun
terakhir mengalami fluktuasi namun dengan tren yang terus menurun. Pada
tahun 2020, inflasi Kota Lubuklinggau mencapai 1,97 persen, mengalami
penurunan sebesar 0,13 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei
yaitu sebesar 0,40 persen dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu
sebesar 0,43 persen. Rendahnya inflasi di tahun 2020 menunjukkan

turunnya permintaan dan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Gambar 2.7. Laju Inflasi Kota Lubuklinggau 2016-2020
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
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2.1.2.1.38.

PDRB Per Kapita

PDRB per-kapita Kota Lubuklinggau menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel, seiring dengan kenaikan
jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap
penduduk Kota Lubuklinggau rata-rata mampu menciptakan PDRB atau

(nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2.7. PDRB Per Kapita Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020

URAIAN 2016 2017 2018 2019%) 2020**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)
a. ADHB 5.150,61 5.636,43 6.135,21 6.647,81 6.734,12
b. ADHK 2010 3.646,08 3.876,16 4.106,08 4.340,12 4.334,38
PDRB Perkapita (Ribu Rp)
a. ADHB 23.110,37 24.939,73 26.765,13 28.626.09 28.757,89
b. ADHK 2010 16.359,67 17.150,99 17.912,96 18.688,96 18.509,86
Jumlah penduduk (jiwa) 222.870 226.002 229.224 232.229 234.166
Pertumbuhan (Persen) 1,55 1,41 1,43 1,31 0,83

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021
2.1.2.1.4. Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau cenderng mengalami
penurunan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Indeks Gini Kota
Lubuklinggau pada tahun 2016 mencapai 0,352 mengalami kenaikan pada
tahun 2017 hingga mencapai 0,378. Capaian Indeks Gini di Kota
Lubuklinggau sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi
0,324 dan 0,320 pada tahun 2019. Capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau
kembali meningkat di tahun 2020 mencapai 0,340. Kondisi ini menunjukkan
bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuklinggau.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Sumatera Selatan,
pada tahun 2020 capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau sedikit lebih
tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional,
capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau masih lebih baik. Perkembangan
Indeks Gini Kota Lubuklinggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di

bawabh ini.
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Gambar 2.8. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.2.1.5. Perkembangan Investasi
Nilai investasi total Kota Lubuklinggau cenderung meningkat setiap
tahunnya (20016-2019), namun pada tahun 2020 nilai investasi Kota
Lubuklinggau turun hingga 50 persen, mencapai Rp. 1093,56 Milyar.
Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemic Covid-19 yang melanda

Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.

Gambar 2.9. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuklinggau (Rp. Milyar)

2.500,00

2.066,22
192067 200465

2.000,00 1.831,34
: 1.093,56
1.000,00
500,00

2016 2017 2018 2019 2020
Tahun

g
8

Nilai Investasi PMTB
(Rp. Milyar)

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021 (PMTB)
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2.1.2.1.6.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Besaran ICOR Kota Lubuklinggau pada selama kurun waktu 2016-
2019 cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 nilai ICOR
sebesar 8,43, pada tahun 2019 nilai ICOR naik menjadi 8,84. Sementara
pada tahun 2020, nilai ICOR mengalami penurunan yang signifikan hingga
mencapai -363,89. Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota
Lubuklinggau tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019%) 2020**)
PDRB (ADHK 2010) 3.646,07 3.876,14  4.106,07 4.340,12 4.334,37
(Miliar Rp)
PMTB (ADHK 2010) 1.831,34 1.929,62 2.009,65 2.091,22 2.092,38
(Miliar Rp)
Bangunan 1.534,37 1.627,23  1.703,87 1.786,74 1.752,07
Non-Bangunan 296,97 302,40 300,78 304,49 317,31
ICOR 8,43 8,39 8,61 8,84 -363,89

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau

Koefisien ICOR yang relatif besar dalam periode 2016-2019 dapat
mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif
besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama
dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang
dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota
Lubuklinggau selama periode 2016-2019 belum efektif sehingga relative
kurang efisien.

Sementara itu, koefisien ICOR negatif dan cukup besar pada tahun
2020 mengindikasikan output pada tahun 2020 lebih kecil dari pada tahun-
tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan tahun-tahun
sebelumnya, ada pengeluaran investasi (PMTB dan inventory), sementara
terjadi pertumbuhan negatif PDRB pada tahun 2020. Sehingga, investasi
yang dilakukan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya tidak
meningkatkan output melainkan menurunkan output. Namun, yang menjadi
faktor utamanya adalah adanya penurunan PDRB Kota Lubuklinggau tahun
2020 sebagai dampak dari pandemic COVID-19 yang juga terjadi di daerah

lain di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

[1-23



2.1.2.1.7.

Kemiskinan

Penduduk  miskin  didefinisikan  sebagai  penduduk yang
pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan
yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya.
Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu
jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan
setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian,
kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut
sebagai garis kemiskinan.

Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk
miskin di Kota Lubuklinggau terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016
jumlah penduduk miskin di Kota Lubuklinggau mencapai 31,05 ribu jiwa
dan turun hingga mencapai 29,80 ribu jiwa pada tahun 2022. Ditinjau dari
garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan
dan non makanan, pada tahun 2020, Kota Lubuklinggau memiliki angka
garis kemiskinan sebesar Rp. 495.213,00 dengan persentase penduduk
miskin mencapai 12,71 persen. Angka ini masih lebih tinggi bila
dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2020 yang mencapai 12,66 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan
dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2020 yang mencapai

9,8 persen.

Tabel 2.9. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2016-2020

Garis Kemiskinan Penduduk miskin
LI (Rp./Kapita/Orang) Ribu Jiwa %
2016 417.192 31,05 13,99
2017 435.956 29,54 13,12
2018 470.897 29,74 13,02
2019 477.756 29,98 12,95
2020 495.213 29,80 12,71

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk
mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan
adalah head count (P0O). Ukuran ini memberikan gambaran tentang
proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini

mudah dihitung dan dipahami, namun tidak dapat mengindikasikan

[1-24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022



seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan
ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih
miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu
tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) dan tingkat
keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak
antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang
dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini
tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin
sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan
kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengindentifikasikan adanya
perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup
penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga
berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung
mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya
kedalaman insiden kemiskinan  dan  penurunan pada P2
mengidentifikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran  penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Kota Lubklinggau selama kurun waktu 2016-2020 relatif
stagnan meskipun pada tahun 2018 turun menjadi 2,05. Selanjutnya angka
ini naik pada tahun 2019 menjadi 2,21. Namun pada tahun 2020, indeks ini
mengalami sedikit penurunan, menjadi 2,20. Secara rinci, Indeks
Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuklinggau tahun 2016-2020 dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuklingau
Tahun 2016 — 2020
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Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index—P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS
dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuklinggau dalam lima tahun
terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2016, Indeks Keparahan
Kemiskinan Kota Lubuklinggau sebesar 0,55, selanjutnya terus naik hingga
mencapai 5,7 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Indeks Keparahan
Kemiskinan Kota Lubuklinggau turun cukup signifikan menjadi 0,51.
Namun, indeks P2 ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal
ini menunjukkan bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin pada tahun 2020 kembali bertambah jika dibandingkan
dengan tahun 2019.

Gambar 2.11. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuklingau
Tahun 2016 — 2020
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2.1.2.2.

2.1.2.2.1.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus
kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat
terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan
sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan
gambaran kondisi saat ini dan menemukan dan megenali permasalahan
yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-
rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni),
indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan
hidup) dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan capaian indikator
IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM. Selain itu,
perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan
capaian IPM Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antar Perangkat

Daerah pengampu di di lingkungan Kota Lubukinggau.

Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Lubuklinggau cenderung mengalami peningkatan dari 73,57 pada tahun
2016 menjadi 74,78 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan IPM rata-
rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, IPM Kota Lubuklinggau
sudah di atas rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-unsur
pembentuknya, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah dan
rata-rata lama sekolah, serta standar hidup (GNP Per Kapita). Dengan
status yang disandang Kota Lubuklinggau tersebut, maka ada indikasi
bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi (daya beli) relatif baik. Peningkatan IPM terjadi karena
peningkatan angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah,

harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita masyarakat.
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2.1.2.2.2.

Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang
sangat mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka
melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat
membaca huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk yang melek
huruf pada tahun 2020 mencapai 99,00 persen sisanya penduduk yang
buta huruf sebesar 0,91 persen. Secara rinci perkembangan AMH

penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Angka Melek Huruf Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2020

Angka Melek Huruf Tahun
Jenis Kelamin 2017 2018 2019 2020
Laki-laki 99,15 99,37 99,15 99,72
Perempuan 97,74 98,05 99,04 98,28
Total 98,44 98,72 99,09 99,00

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Secara detil kondisi Angka Melek Huruf Kota Lubuklinggau pada
tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Secara terpilah dapat
ditunjukkan bahwa di tahun 2020 penduduk Kota Lubuklinggau berjenis
kelamin laki-laki sebesar 99,72 persen dapat membaca dan menulis huruf
latin dan sebesar 98,28 persen penduduk kota Lubuklinggau berjenis

kelamin perempuan dapat membaca dan menulis huruf latin.
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2.1.2.2.3.

Tabel 2.11. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Huruf
di Kota Lubuklinggau Tahun 2020

Karakteristik Huruf Latin Huruf Lainnya
Jenis Kelamin
Laki-laki 99,72 33,95
Perempuan 98,28 37,51
Kelompok Pengeluaran
40 Persen Terbawah 98,25 18,05
40 Persen Tengah 99,23 42,56
20 Persen Teratas 99,86 53,78
Kota Lubuklinggau 99,00 35,74

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Harapan Lama Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian
pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS).
HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai
jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Selama 2016-2020
perkembangan capaian angka HLS cenderung memiliki tren yang
meningkat meskipun relatif kecil. Kenaikan angka HLS tersebut berarti
bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2015
angka HLS Kota Lubuklinggau mencapai 13,29 tahun meningkat sebesar
0,08 poin menjadi 13,37 tahun tahun 2020. Capaian pada tahun 2020
tersebut menunjukan bahwa anak-anak usia 7 tahun belum memiliki

peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D3 atau D4.

Gambar 2.13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Lubuklingau
Tahun 2016-2020
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2.1.2.2.4.

2.1.2.2.5.

Berdasarkan perkembangan capaian angka HLS tersebut diketahui
bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan
pendidikan. Capaian angka HLS Kota Lubuklinggau dapat ditingkatkan
dengan mendorong pembangunan pendidikan pada wilayah kecamatan-

kecamatan yang masih tergolong rendah pelayanan pendidikannya.

Angka Harapan Hidup

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan
masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (life
expectancy at birth) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh
bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH di
Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu 2015-2020 menunjukkan
peningkatan. Dari 68,59 tahun di tahun 2015 meningkat menjadi 69,25
tahun di tahun 2020. Angka 69,25 tahun tersebut menggambarkan
perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir
pada tahun 2020 hingga akhir hayatnya. Capaian AHH dipengaruhi oleh
berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan
sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH
diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai

faktor tersebut.

Gambar 2.14. Angka Harapan Hidup Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2020
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Angka Kesakitan
Angka Kesakitan vyaitu persentase penduduk yang mengalami
keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada kurun waktu

2017-2020. Berdasarkan Gambar 2.15. tampak bahwa angka kesakitan
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2.1.2.2.6.

2.1.2.2.7.

tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,06. Besaran ini meningkat

dibanding tahun lalu yang sebesar 11,45.

Gambar 2.15. Perkembangan Angka Kesakitan Kota Lubuklinggau
Tahun 2017-2020
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Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota
Lubuklinggau pada tahun 2019 mencapai 9,97 tahun. Angka ini sudah
melebihi program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Adapun jika dipilah
menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih lama bersekolah
dibanding perempuan yakni 9,90 tahun untuk penduduk laki-laki dan 10,04
tahun untuk penduduk perempuan. Hal ini dapat menjadi indikasi awal

bahwa masih adanya kesenjangan gender.

Tabel 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Kota Lubuklinggau
Tahun 2017-2020

Rata-rata Lama Sekolah

Jenis Kelamin 2017 2018 2019 2020
Laki-laki 10,05 9,78 9,9
Perempuan 9,46 9,61 10,04

Total 9,75 9,7 9,97 9,89

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai proporsi anak
yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap
penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan indikator

dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas
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2.1.2.2.8.

pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi
menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses
pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat
diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat

untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.13. Angka Partisipasi Sekolah Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2020

Kelompok Umur = 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7-12 100 99,63 99,53 | 99,54 99,82 99,99
13-15 97,83 97,22 96,42 96,34 95554 95,82
16-18 80,67 73,29 69,13 7889 78,14 78,34

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur
disajikan pada tabel 3.4. APS usia 7-12 tahun mencapai 100 persen pada
tahun 2015 namun di dua tahun berikutnya persentase ini turun menjadi
sebesar 99,53 persen dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 99,54
persen dan 99,82 persen di tahun 2019. Sementara itu, APS kelompok
umur 13-15 tahun menurun di tahun 2019 yakni sebesar 95,54
persen. Adapun APS usia 16-18 tahun cenderung menurun selama
kurun waktu 2015-2019 dimana APS sebesar 80,67 persen di tahun 2015
menurun hingga di tahun 2017 menjadi 69,13 persen. Setelah itu,
kembali meningkatan menjadi 78,89 persen di tahun 2018 dan menurun

kembali di tahun 2020 sebesar 78,34 persen.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur tingkat partisipasi sekolah
setiap jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Meskipun APK merupakan
angka kasar dan cenderung lebih tinggi dibanding APS dan APM, ukuran
ini masih sering dipakai untuk melihat banyaknya anak yang masuk
sekolah tidak tepat waktu.

Sebagaimana APS dan APM, APK di Kota Lubuklinggau cenderung
mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, APK
SD/sederajat mencapai 113,05 persen, APK SMP/sederajat sebesar 99,21

persen, dan SMA/sederajat sebesar 64,80 persen. Dibandingkan dengan
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APM, dapat disimpulkan bahwa persentase anak yang sekolah tidak tepat

waktu cukup tinggi, di atas 10 persen di tingkat SD maupun SMA.

Tabel 2.14. Angka Partisipasi Kasar Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2020

Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SD/Sederajat 119,05 113,94 113,14 115,28 113,05 110,63
SMP/Sederajat 97,26 93,8 87,44 86,51 99,21 89,67
SMA/Sederajat 91,05 96,24 7251 77,4 64,8 74,69

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau

2.1.2.2.9. TenagaKerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Lubuklinggau dari tahun 2015
sampai tahun 2020 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai
dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan
kontribusi yang positif terhadap keberhasilan program pembangunan di
Kota Lubuklinggau. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada
dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur
umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikannya. Seiring bertambahnya
jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Kemudian jumlah penduduk yang tergolong
sebagai angkatan kerja di Kota Lubuklinggau juga selalu mengalami

kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Tabel 2.15. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, 2016-2020

L | FEnelell SER RE gy na 161.435  164.206  166.934 17%'30
2 | Angkatan Kerja Orang na 111,559 111,615 118.147 121.04
. . . . 9
Penduduk yang Orang 112.07
hekerja n.a 107.096 106.531 112.640 3
Pengangguran Orang n.a 4.463 5.084 5.507 8.971
3  Bukan Angkatan Kerja =~ Orang n.a 49.876 52.591 48.787  51.251
Sekolah Orang n.a 13.145 15.775 16.005  14.668
Mengurus Rumah Orang
T n.a 31.825 31.090 27.763  30.114
Lainnya Orang n.a 4.906 5.726 5.019 6.469
4  Tingkat Partisipasi % n.a 66,7 67,84 70,65 70,25

Angkatan Kerja
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No.

I1-34

Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019

(TPAK)

Tingkat Kesempatan % n.a 96,00 66,44 65,44
Kerja (TKK)

Tingkat Pengangguran % n.a 4,00 4,59 4,71
Terbuka (TPT)

Upah Minimum Rp
Regional

Penduduk bekerja

menurut lapangan

kerja utama

Sektor Primer % n/a 14,95 13,11 17,24

Sektor Sekunder % n/a 14,29 16,92 16,15
Sektor Tersier % n/a 70,76 69,96 66,62
Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.026.600 2.388.000 @ 2.595.995 2.804.453

2020

n/a
7,41

n/a

15,63
12,05
72,32

Data ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau pada menunjukkan bahwa
penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 169,52 ribu orang pada
tahun 2019 menjadi 172,3 ribu orang pada tahun 2020. Penduduk usia
kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk di Kota Lubuklinggau. Sebagian besar
penduduk usia kerja yaitu 70,25 persen atau 121,05 ribu orang merupakan
angkatan kerja, terdiri dari 112,08 ribu penduduk bekerja dan 8.971 orang
pengangguran.

Untuk jumlah pengangguran pada tahun 2020 mengalami
peningkatan sebanyak 3.464 orang dibandingkan dengan tahun 2019.
Secara persentase, TPT hasil Sakernas Agustus 2020 adalah sebesar 7,41
persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7
orang penganggur. Pada Agustus 2020 ini, nilai TPT mengalami
peningkatan yang cukup besar, vyaitu sebesar 2,70 persen poin
dibandingkan dengan Agustus 2019.

Adanya pandemi Covid-19, turut memberikan dampak pada
pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan Il tahun
2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan
di Indonesia, termasuk di Kota Lubuklinggau. Tidak hanya pengangguran,
penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi
Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut
dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan
Angkatan Kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020;

c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d)
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Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi ¢) dan
d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka
yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan

dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 2.16. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia

Komponen Total

(orang)
Pengangguran? Karena Covid-19 3.170
Bukan Angkatan Kerja (BAK)3 Karena Covid-19 2.011
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 1.772

Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja 22.348
Karena Covid-19

Total 29.301
Penduduk Usia Kerja (PUK) 172.300
Persentase terhadap PUK 17,01

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Keterangan: 1. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang
berhenti bekerja karena Covid-19 selama Februari-Agustus 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk
usia kerja yang termasuk dalam kategori Angkatan kerja dan
pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-
Agustus 2020

Dari penduduk usia kerja yang mencapai 172,3 ribu, terdapat 29.301
orang yang terdampak Covid-19 atau 17,01 persen. Berkurangnya jam
kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk
usia kerja, sebanyak 22.348 orang atau 76,274 persen. Sedangkan jumlah
penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 3.170 orang atau sekitar
10,82 persen terhadap total penganggur (8.971 orang) di Kota
Lubuklinggau.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan yang
memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Sektor Tersier,
sebesar 72,32 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama
dengan Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan
kontribusi jika dibandingkan dengan Agustus 2019 adalah sektor tersier,
yaitu sebesar 5,70 persen poin, sedangkan sektor yang mengalami

penurunan kontribusi terbesar adalah sektor sekunder (4,09 persen).
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2.1.2.3. Fokus Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2
(dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan
keagamaan vyaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (i)
mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan
olahraga Kota Lubuklinggau dalam periode 2015-2019 yang cenderung
stagnan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2019

1 Jumlah Grup Kesenian® 35 35 35 35 35

2 Jumlah Gedung Kesenian?V 1 1 1 1 1

3 Jumlah Sarana Olahraga 0,29 0,30 0,21 0,21 0,21
Per 1000 Penduduk?

4 Jumlah Organisasi 23 23 22 22 22
Olahraga?

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1. Pendidikan
Perkembangan pembangunan pendidikan di Kota Lubuklinggau
dapat dillihat dari keadaan pendidikan penduduk Kota Lubuklinggau melalui
pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti Angka Partisipasi
Sekolah (APS), pendidikan anak usia dini, fasilitas pendidikan, angka putus
sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-1V, rasio ketersedian sekolah, rasio guru/murid, rasio

guru/murid per kelas rata-rata.
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Tabel 2.18. Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

No Indikator Kinerja Pembangunan 2016 2017 2018 2019

Daerah

1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Usia 7-12 tahun 99,63 100,00 100,42 99,72 @ 99,99

Usia 13-15 tahun 97,22 100,00 100,93 99,47 95,82

Usia 16-18 tahun 73,29 | 100,00 99,3 99,3 78,34
2  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16,90 27,50 29,16 29,72 26,04
3 | Fasilitas Pendidikan

Prosentase Ruang Kelas pendidikan 96,96 86,57 98,07 88,17 52,10

SD/MI kondisi bangunan baik

Prosentase Ruang Kelas pendidikan 93,64 84,96 98,99 85,64 72,87

SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan

baik

Prosentase Ruang Kelas pendidikan 97,35 65,03 62,74 62,89 62,89

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
4 | Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01 0,12 0,10 0,08 0,81
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,00 0,48 0,38 0,32 1,39
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,25
5 | Angka Kelulusan (AL)
AL SD/MI 93,03 99,96 99,75 99,75 98,85
AL SMP/MTs 89,78 98,60 98,74 98,88 93,23
AL SMA/SMK/MA 89,52 106,58 104,4 131,17 92,26
6  Angka Melanjutkan (AM)
AM dari SD/MI ke SMP/MTs 106,41 100,02 100,41 100,82 122,87
AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 125,53 125,53 12491 124,84 86,61
7  Guru yang memenuhi kualifikasi 73,38 47,25 48,72 49,80 98,74
S1/D-IV
8 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah
SD 370,60 300,02 n/a 104 42,41
SMP 286,86 242,84 n/a 35 32,64
SMA 226,50 171,40 n/a 25 41,37
9 | Rasio guru/ murid
SD 0,89 0,75 0,72 0,66 0,8
SMP 1,01 1,20 1,28 1,30 1,02
SMA 0,82 0,82 0,80 0,74 0,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, 2021

Angka Putus Sekolah di Kota Lubuklinggau pada tahun 2020
mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil
kinerja pada tahun 2019. Sementara itu, Angka Kelulusan (AL) pada tahun
2020 mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui, adanya pandemic
COVID-19 pada tahun 2020 secara massif berdampak pada kesejahteraan
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2.1.3.1.2.

ekonomi dan social masyarakat di Indonesia. Faktor ini tidak dapat
dipungkiri menjadi salah satu faktor utama menurunnya kinerja urusan
pendidikan di Kota Lubuklinggau pada tahun 2020.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah menurunnya hasil kinerja
terkait fasilitas pendidikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil kinerja
indikator fasilitas pendidikan dan indikator rasio ketersediaan sekolah per
penduduk usia sekolah. Di samping itu, rasio guru/murid pada jenjang SMP
dan SMA juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan fasilitas
kesehatan serta ketersediaan tenaga pendidik di Kota Lubuklinggau masih
perlu ditingkatkan.

Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat
penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Pada tahun 2020, fasilitas kesehatan di Kota Lubuklinggau,
meliputi: 3 (tiga) Rumah Sakit, 2 (dua) Rumah Sakit Khusus, 2 (dua)
Puskesmas Rawat Inap, 8 (delapan) Puskesmas Non Rawat Inap, 10
(sepuluh) Klinik Pratama, dan 89 unit Posyandu.

Upaya pembangunan bidang kesehatan yang telah diselenggarakan
Kota Lubuklinggau telah berhasil menyediakan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan hampir secara merata pada seluruh wilayah Kota
Lubuklinggau. Setiap kecamatan saat ini telah mempunyai Puskesmas
yang diharapkan mampu melayani dan menjangkau seluruh masyarakat
dalam wilayah kerja masing masing.

Namun, meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk setiap
tahunnya menyebabkan rasio fasilitas kesehatan di Kota Lubuklinggau
mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian beberapa indikator
seperti rasio posyandu per satuan balita; rasio puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk; dan rasio rumah sakit per satuan penduduk.
Perkembangan posyandu sangat dipengaruhi oleh upaya kader dalam
mengelola posyandu, ditambah dukungan dari perangkat desa dan dinas
terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, Dinas
Kesehatan, Badan Keluarga Berencana, dll.

Rendahnya rasio fasilitas kesehatan juga dapat mengakibatkan
menurunnya cakupan pelayanan kesehatan seperti: cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
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dan cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Di sisi
lain, indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan
balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan performa yang cukup
baik pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kinerja indikator tersebut
pada tahun 2019.

Lebih lanjut, hasil kinerja urusan kesehatan Kota Lubuklinggau tahun
2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Pembangunan 2017 2018 2019 2020
Daerah
Rasio posyandu per satuan balita 4,18 4,18 n/a n/a 0,5
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per = 0,172 0,032 n/a n/a n/a

10

11

12

13
14

satuan penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan 0,0180 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017
penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk 36,79 31,313 46 53 60,24
Rasio tenaga medis per satuan n/a 0,084 n/a n/a n/a
penduduk

Cakupan komplikasi kebidanan yang @ 73,87 82,26 75,4 77,1 86,9
ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh 93,13 95,6 93,1 97,9 91,00
tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

Cakupan Desa/ kelurahan Universal 97,22 0,00 n/a 100,00 99,08
Child Immunization (UCI)

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 100 n/a n/a 200
perawatan

Cakupan penemuan dan penanganan n/a n/a n/a n/a n/a
penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 3,14 100 n/a n/a n/a
pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan bayi 93,18 0,00 n/a n/a n/a
Cakupan puskesmas 1,19 1,19 n/a n/a n/a
Cakupan pembantu puskesmas 0,93 0,93 n/a n/a n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, 2021

Disamping indikator-indikator urusan kesehatan di atas, hasil kinerja
urusan kesehatan juga dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Adapun jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
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10.
11.
12.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Pelayanan kesehatan balita;

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus).

Pada tahun 2020, sebanyak 12 indikator SPM Bidang Kesehatan

belum dapat tercapai. Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.20. Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Lubuklinggau Tahun 2020

Indikator Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Indikator Pencapaian

Capaian

Status

Ketercapaian

Pelayanan kesehatan ibu
hamil

Pelayanan kesehatan ibu
bersalin

Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir

Pelayanan kesehatan balita
Pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan pada
usia produktif

Pelayanan kesehatan pada
usia lanjut

Pelayanan kesehatan

penderita hipertensi

Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus

Jumlah ibu hamil yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah bayi baru lahir yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah Balita yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah Warga negara usia
pendidikan dasar yang
mendapat layanan kesehatan
Jumlah warga negara usia
produktif yang mendapatkan
layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara usia
produktif yang mendapatkan
layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara
penderita hipertensi yang
mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah Warga Negara
Penderita Diabetes Melitus
yang mendapatkan layanan

93.05%

93.14%

97.52%

31.30%

95.82%

26.04%

56.87%

38.16%

25.82%

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai
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o Indikator Kinerja / Jenis Indikator Pencapaian Capaian Status
Layanan SPM Ketercapaian
kesehatan
10 Pelayanan Kesehatan Orang = Jumlah Warga Negara Dengan 64.66%  Tidak tercapai
Dengan Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
(ODGJ) Berat yang terlayani Kesehatan
11 Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga Negara terduga  16.52%  Tidak tercapai
Orang Terduga tubercolusis yang
Tuberkulosis mendapatkan layanan
kesehatan
12 | Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga Negara Dengan = 16.63%  Tidak tercapai
Orang Dengan Risiko Risiko terinfeksi virus yang
Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh
Melemahkan Daya Tahan (Human Immunodeficiency
Tubuh Manusia (Human Virus) yang mendapatkan
Immunodeficiency Virus) Layanan Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, 2021

Hal lain yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja urusan
kesehatan dapat dilihat dari bagaimana capaian penurunan stunting di
suatu wilayah. Kejadian balita stunting merupakan masalah gizi utama
yang dihadapi Indonesia saat ini. Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana
balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan
dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang
lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak
dari WHO.

Secara umum, hasil kinerja penurunan kejadian balita stunting di
Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian
beberapa indikator terkait stunting yang cenderung membaik. Lebih lanjut
kondisi penurunan kejadian balita stunting dapat dilihat pada gambar
berikut.

Gambar 2.16. Kondisi Penurunan Kejadian Balita Stunting
Di Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2020

18,00
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=—@=—Prevalensi stunting sangat pendek pada balita

=== Prevalensi stunting pada balita

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, 2021
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Kejadian balita stunting sangat berkaitan dengan kondisi sosial
budaya dan ekonomi masyarakat, seperti: kemiskinan, rendahnya tingkat
pendidikan, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya perilaku
hidup, bersih dan sehat, pola asuh anak yang kurang baik, dan lain-lain.
Oleh karena itu, penanganan masalah stunting harus dilakukan secara
komprehensif melalui kerjasama lintas sektoral dan bukan hanya tanggung

jawab sektor kesehatan.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pergerakan
perekonomian Kota Lubuklinggau khususnya pada aksesibiltas arus
transportasi jalan yang semakin baik, hal ini dapat dilihat dari prosentase
panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam
kondisi baik di tahun 2019 sebesar 73,74 persen. Lebih lanjut, hasil kinerja
urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan Kota
Lubuklinggau tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.21. Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kota Lubuklinggau 2016 - 2020

No Indikator Kinerja Pembangunan 2016

Daerah
1 Prosentase panjang jalan yang n/a 69,42 n/a 73,74 n/a
menghubungkan PL dan sub PPK
dengan PPK dalam kondisi baik

2 Rasio Jaringan Irigasi 10,27 @ 54,85 n/a n/a n/a
3 Persentase drainase dalam kondisi n/a 91,32 n/a n/a n/a
baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

4 Persentase rumah tangga berakses 32,66 33,01 n/a 35,64 38,76
air bersih perpipaan

5 Jembatan dalam kondisi baik 68,90 70,83 n/a n/a n/a

6 Persentase Pembangunan RTH 4,54 4,55 n/a n/a n/a

7 Prosentase layanan IMB 88,40 88,50 n/a n/a n/a

8 Persentase ketaatan penataan 55,07 55,18 n/a 35,85 n/a
ruang

9 Peraturan Daerah tentang Rencana 0 0 0 0 0
Detail Tata Ruang

10 Persentase  Penurunan  Konflik n/a 34,88 - 152,50 n/a
Pertanahan Dalam Wilayah

11 Persentase Legalitas Tanah n/a 20 - 2,39 3,9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, 2021
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Tabel 2.22. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016-2020

(Kilometer)
(GELEE] S 77‘
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jenis Permukaan

a Diaspal 345,10 350,36 361,25 369,14 373,12

b  Penetrasi Macadam 135,64 - - - -

¢ Rigid Pavement 128,24 - - - -

d  Kerikil 49,11 41,44 43,59 40,09 36,11

e Tanah 31,12 34,42 32,21 26,28 29,11

f  Tidak Dirinci - 280,73 282,78 286,63 @ 288,00
2  Kondisi Jalan

a Baik 445,20 478,14 509,77 530,80 531,53

b Sedang 104,93 104,8 106,95 110,04 114,03

¢ Rusak Ringan 59,45 55,77 53,71 50,13 51,60

d Rusak Berat 79,62 68,24 49,4 31,17 29,17
3 Kelas

a Kelas| - - - - -

b Kelasll - - - - -

¢ Kelaslli - - - - -

d Kelas lll A - - - - -

e KelaslllB - 5,28 5,28 -

f Kelaslll C - - - - -

g Kelas Tidak Dirinci 689,21 - - 658,08 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Keterangan : - penetrasi macadam/lapen : aspal dasar/lapisan dasar;

- rigid pavement : jalan beton

2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber air bersih di Kota Lubuklinggau pada saat ini masih bertumpu
pada air tanah dangkal, sungai dan Perusahaan Daerah Air Minum. Pada
tahun 2019 hampir seluruh rumah tangga di Kota Lubuklinggau sudah
menggunakan sumber penerangan listrik baik itu PLN maupun Non PLN.
Persentasenya mencapai 95,64 persen.

Sementara sisanya masih menggunakan jenis penerangan seperti
lampu petromak/aladin, pelita/sentir dan sebagainya.Hal ini dikarenakan
terjadinya peningkatan atas jumlah rumah tangga signifikan dibandingkan
dengan pertambahan rumah tangga pengguna listrik di tahun
2017.Kesadaran masyarakat Lubuklinggau akan pentingnya penggunaan
air bersih dapat dilihat dari penggunaan sumber air minum. Pada tahun
2017 persentase rumah tangga yang telah menggunakan air bersih (air
kemasan, air leding, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung)

cukup besar, yaitu sebanyak 88,10 persen dari total rumah tangga.
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Tabel 2.23. Hasil Kinerja Urusan Perumahan Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja

2.1.3.1.5.

Pembangunan Daerah c0ES 2080 2018 2019
Rumah tangga pengguna air 85,36 70,36 88,10 n/a n/a
bersih?

Rumah tangga pengguna listrik?? = 98,00 78,16 95,64 n/a n/a
Lingkungan pemukiman kumuh? 80,4 56,6 45,00 n/a n/a

Sumber: YBPS Kota Lubuklinggau, 2019;

2 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Lubuklinggau, 2019

Lingkungan Hidup

Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini,
semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah
timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan
Pemerintah Kota Lubuklinggau antara lain: penyediaan sarana kebersihan,
sosialisasi program Adipura, soialisasi program adiwiyata untuk sekolah
berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah
dengan system 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Pengelolaan sampah
dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pemilahan sampah organik,
anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah
organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah anorganik
dapat di gunakan kembali sesuai fungsinnya misal kantong plastik, dapat
juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya
bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa
diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik,
botol dan lain-lain dapat juga langsung dijual kepengepul barang bekas
untuk didaur ulang sehingga timbulan sampah yang dihasilkan dapat
diperkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kota Lubuklinggau memiliki 1 (satu) TPA di Kelurahan Lubuk Binjai
dengan luas area 25 Ha. Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar
masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan

membuang sampah tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.

[1-44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022



Tabel 2.24. Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah 2016 2017 2018 2019
1  Persentase penanganan sampah 47.13 59,94 n/a n/a 58,46
2 | Rasio tempat pembuangan 0.56 0.58 n/a n/a n/a
sampah (TPS) per satuan
penduduk
3 | Cakupan pengawasan terhadap 90,12 97,50 97,50 97,50 n/a
pelaksanaan AMDAL
4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75 75 75 80,50 | 107,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.3.1.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diketahui bahwa rasio penduduk yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) di Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 mencapai 0,84,
kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 1,06.
Sedangkan rasio bayi berakta kelahiran di Kota Lubuklinggau pada
tahun 2013 telah mencapai 0,79 dan terus mengalami kenaikan yang

cukup signifikan hingga menjadi 1,73.

Tabel 2.25. Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja

2017 2018 2019

Pembangunan Daerah

1 Rasio penduduk ber- KTP per 0,84 0,92 1,06 n/a n/a
satuan penduduk

2 Rasio bayi berakte kelahiran 1,74 2,73 1,73 n/a n/a

3 Ketersediaan database 100 100 100 n/a n/a
kependudukan skala provinsi

4 Penerapan KTP Nasional Sudah | Sudah Sudah Sudah Sudah
berbasis NIK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, 2019

2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja
wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi
yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya,
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) perempuan di Kota Lubuklinggau cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya. TPAK perempuan tertinggi adalah pada
tahun 2019, sebesar 57,16 persen. Namun, pada tahun 2020 TPAK
perempuan menurun sebesar 1,36 persen, menjadi 55,80 persen.
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Gambar 2.17. TPAK Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020
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Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Jika membandingkan TPAK penduduk perempuan dengan TPAK
penduduk laki-laki, penduduk laki-laki masih mendominasi pasar tenaga
kerja. Hal ini memang wajar terjadi, mengingat secara budaya laki-laki
dipandang sebagai sosok yang bertanggungjawab secara ekonomi dalam
keluarga, sehingga proporsi laki-laki yang masuk dalam kategori angkatan
kerja jauh lebih besar daripada perempuan.

Selain dilihat dari Indeks Paritas Gender (IPG) Angka Partisipasi
Murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki, angka melek
huruf,juga menjadi indikator pencapaian SDG’s bagi tujuan kelima, yaitu
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rasio AMH usia 15-24
perempuan terhadap laki-laki di Kota Lubuklinggau terus meningkat dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2015 rasio AMH Perempuan/Laki-laki
mencapai 97,66 persen dan pada tahun 2017 meningkat hingga 100,18
persen. Angka di bawah 100 persen berarti bahwa pada kelompok usia 15-
24 tahun, proporsi laki-laki yang melek huruf tidak sama dengan proporsi
perempuan yang juga melek huruf.

Dengan demikian dapat dikatakan masih terjadi ketimpangan gender
dalam hal RAMH di Kota Lubuklinggau.
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Gambar 2.18. Rasio AMH di Kota Lubuklinggau Tahun 2015-2019
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Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2020

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur 7- 12
tahun, pada tahun 2015 menjadi 100 persen, pada tahun 2016 turun
menjadi 99,63 persen dan naik sampai dengan tahun 2018 mencapai
100,42. Namun, pada tahun 2019 turun menjadi 99,72 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender pada APS anak
usia 7-12 tahun. Hal serupa terjadi pada Rasio APS usia 16-18 tahun tahun
2015 sebesar 97,83 yang mengalami penurunan kembali ditahun 2016
sebesar 97,22, pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar 100 persen dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 99,47
persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesenjangan gender pada
APS anak usia 13-15 tahun.

Gambar 2.19. Rasio APS di Kota Lubuklinggau Tahun 2015-2019
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Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2020
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2.1.3.1.8. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan
sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara

berkelanjutan.

Tabel 2.26. Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Kota Lubuklinggau 2015-2019

Ketersediaan pangan utama 141.804 141.804 n/a 103,452 n/a
per 1.000 penduduk/tahun

2 | Ketersediaan Energi dan 90,50 96,22 n/a 2.198,5  2.389,61
Protein Per-Kapita 3

3  Pengawasan dan 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a
Pembinaan Keamanan
Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.3.1.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara umum, persentase koperasi aktif dari tahun 2016 hingga
tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Capaian tertinggi sebesar
70 persen didapat pada tahun 2018, sementara capaian terendah pada
tahun 2016 yaitu sebesar 49,04 persen koperasi aktif. Namun, dalam (2)
dua tahun terakhir, persentase koperasi aktif mengalami penurunan
hamper 20 persen. Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 mencapai
57,41 persen dan pada tahun 2020 sebesar 53,30 persen. Sementara itu,
jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setiap tahunnya mengalami
kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2016 sebanyak 5.230
UMKM sedangkan pada tahun 2019 mencapai 5.448 UMKM.

Tabel 2.27. Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kota
Lubuklinggau, Tahun 2016-2020

LI S 2016 2017 2018 2019

Pembangunan Daerah
1 Persentase koperasi aktif 49,04 60 70 57,41 53,30

2 Jumlah UMKM 5230 5.304 5.304 5.448 n/a
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau, 2021
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2.1.3.1.10. Tenaga Kerja

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Lubuklinggau selama
periode 2016-2019 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2016 terdapat
16,34 persen pencari kerja yang ditempatkan, maka di tahun 2019
mengalami penurunan menjadi 22,24 persen. Tingkat pengangguran
terbuka Kota Lubuklinggau dalam empat tahun terakhir cenderung
mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami
penurunan angka pengangguran hingga 66 persen. Pada tahun 2017
tingkat pengangguran terbuka sebesar 4 persen setelah pada tahun 2016
mencapai 12,31 persen. Namun, angka ini kembali meningkat hingga
mencapai 7,41 persen di tahun 2020.

Tabel 2.28. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Kota Lubuklinggau 2016-2020

I ERANITEI 2016 2017 2018 2019 2020

Pembangunan Daerah
1 Pencari kerja yang ditempatkan 16,34 20,00 21,00 22,24 nla

2 Tingkat pengangguran terbuka 12,31 4,00 4,55 466 @ 7,41

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.3.2.  Fokus Urusan Pilihan
2.1.3.2.1. Pertanian
Produktivitas padi Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 mencapai

11,66 ton/ha dan mengalami penurunan menjadi 5,19 ton/ha di tahun 2016
dan pada tahun 2017 turun kembali 5,14 ton/ha. dan pada tahun 2018,
produktivitas padi turun menjadi 4,5 ton/ha sampai tahun 2019 yaitu 4,55
persen, ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian.
Produktivitas jagung pada tahun 2016 sebanyak 0,06 ton/ha mengalami
kenaikan yang signifikan hingga menjadi 6,29 ton/ha di tahun 2017 dan
turun kembali pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 5,67 persen. Sementara itu,
produktivitas kedelai mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak
1,55 ton/ha menjadi 3.00 ton/ha pada tahun 2019.
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Tabel 2.29. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Kota Lubuklinggau
Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

1 Produktivitas padi 11,66 5,19 5,14 4,5 4,55
2 Produktivitas jagung n/a 0,06 6,29 5,67 5,67
3 Produktivitas kedelai n/a 1,55 1,86 3,85 3,00

Sumber: Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau, 2020

2.1.3.2.2. Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota
Lubuklinggau dan terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal
ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap
perekonomian Kota Lubuklinggau. Jika pada tahun 2016 kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB mencapai 19,35 persen, dan terus
meningkat sampai dengan tahun 2020 yaitu 21,51.

Gambar 2.20. Petumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020

22,00

& 21,44 21,51
° 21,50
£
£z 2100 20,71
23
§ = 20,50
83F 20,04
53 ¥ 20,00
czd
827 1950 19,35
L o
28
z& 19,00
2
5 18,50

18,00

2016 2017 2018 2019* 2020%*

* : Angka Sementara
** 1 Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.3.2.3. Perindustrian
Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Lubuklinggau cenderung
mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2016 sektor industri hanya
memberikan kontribusi sebesar 6,48 persen terhadap perekonomian Kota
Lubuklinggau dan kontribusinya terus mengalami peningkatan menjadi
sebesar 7 persen pada tahun 2020.
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Gambar 2.21. Petumbuhan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020
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Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.14.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan
ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah
adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator
ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan
seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran
makanan dan bukan makanan ini dapat menggambarkan bagaimana
penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Di tahun 2020,
proporsi pengeluaran terbesar pada kelompok makanan yaitu pada
komoditas makanan dan minuman jadi yang mencapai 17,22 persen
sedangkan pada kelompok bukan makanan persentase pengeluaran
penduduk cenderung untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar
24,82 persen dari total pengeluaran per kapita sebulan. Pada umumnya,
semakin besar proporsi pengeluaran digunakan untuk konsumsi kelompok
bukan makanan menunjukkan bahwa semakin sejahtera rumah tangga

tersebut.
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Tabel 2.30. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020

Pengeluaran per Kapita 992.666  1.055.777 1.063.049 1.110.135 1.190.145

- Makanan 509.138 546.365 575.537 531.670 569.302

- Non Makanan 483.528 509.412 487.512 578.466 620.843
Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1.4.2.1. Perhubungan
Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat
strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota
provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung
antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.
Sehingga Kota Lubuklinggau memiliki peran strategis dalam pembangunan
infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai kota transit
menyebabkan moda angkutan darat berkembang. Banyaknya kendaraan
angkutan barang yang berdimensi besar dan berat yang melintasi jalan
utama Kota Lubuklinggau dapat berakibat pada kelancaran arus lalu lintas
dalam Kota. Adanya jalan lingkar sebagai jalan alternatif bagi kendaraan
berat dapat mengurangi kemacetan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar
kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta
angkutan regional, Kota Lubuklinggau memiliki 1 Terminal Tipe B.
Sementara Terminal Tipe C difungsikan untuk pelayanan penumpang
dalam kota. Data perhubungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020
terminal tipe C di Kota Lubuklinggau telah melayani 30.464 penumpang

yang keluar masuk terminal.
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Gambar 2.22. Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Tipe C
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2020
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Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Pada tahun 2016 Kota Lubuklinggau membuka jalur penerbangan
udara. dengan rute penerbangan ke Kota Lubuklinggau-Palembang maupun
sebaliknya dan ke Jakarta-Lubuklinggau maupun sebaliknya. Data
perhubungan menunjukkan frekuensi penerbangan dan jumlah penumpang
mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2018. Namun, pada tahun
2019 jumlah penumpang mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah
penumpang pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah penumpang yang
datang mencapai 98.863 orang dan penumpang berangkat sebanyak 101.546
orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penumpang datang turun menjadi

88.116 orang dan penumpang berangkat menjadi 88.293 orang.

Tabel 2.31. Data Layanan Penerbangan Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

Jumlah Penerbangan 411 752 1.071 1.064 n/a
Jumlah Penumpang (Orang)
Datang 43.229 69.756 98.863 88.116 n/a
Berangkat 42.004 74.169 101.546 88.293 n/a

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2020

2.1.4.2.2. Penataan Ruang

RTRW Kota Lubuklinggau ditetapkan tahun 2012 dan saat ini sedang
dalam proses peninjauan kembali (PK). Dalam RTRW, wilayah produktif
dalam wilayah Kota Lubuklinggau terfokus pada perumahan dan/atau
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2.1.4.23.

perdagangan jasa yang didukung dengan pemanfaatan perkebunandan
pertanian dengan rasio luasan wilayah produktif sesuai dengan luas
seluruh wilayah budidaya. Wilayah industri difokuskan dikembangkan di
Kecamatan Lubuklinggau Selatan | dan Lubuklinggau Utara | yang di
terpadukan dengan kawasan pergudangan dengan luas 290 Ha di
Lubuklinggau Selatan | dan 50 Ha Lubuklinggau Utara | yang sampai saat
ini belum direalisasikan. Sampai pada saat ini untuk wilayah Kota
Lubuklinggau belum terdapat wilayah banjir ataupun wilayah kekeringan.
Rasio luas wilayah perkotaan terhadap seluruh wilayah budidaya adalah
49,44,

Fungsi Penunjang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam fungsi penunjang perencanaan, terlihat adanya kemajuan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini terlihat
dari capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang
mengalami perbaikan nilai yaitu setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tingkat
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebesar 53,84 meningkat menjadi
72,22 pada tahun 2019.

Tata kelola keuangan daerah Kota Lubuklinggau tergolong baik. Hal
ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Lubuklinggau yang berada di level Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) selama periode 2016-2020. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Lubuklinggau meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian,
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Lubuklinggau masih belum
optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan
manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

Untuk penyediaan layanan publik, pemerintah Kota Lubuklinggau
wajib menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas yang lebih cepat,
lebih murah, lebih mudah yang ditandai dengan tidak adannya suap,

kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada,
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keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian
pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Selain itu
meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
diharapkan dapat menjadi pemicu Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam

rangka meningkatkan kapasitas birokrasi.

Tabel 2.32. Hasil Kinerja Fungsi Penunjang
Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah 2016 2017 2018 2019
1  Indeks Pelayanan Publik (IPP) - 2,75 3,29 2,3 3,84
Indeks Kepuasan Masyarakat - 73 72,4 66,10 78,76
3 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja CcC B BB BB BB
Pemerintah Daerah (58,07) (66,94) (71,52) (72,22)
4  Indeks Kapasitas Birokrasi - 40,6 68 68 58,06

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, 2021

Di bidang keagamaan, hasil kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau
sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.30 yang
menunjukkan persentase rumusan kebijakan regulasi dibidang
kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti sebesar 90 persen. Demikian
juga dengan organisasi keagamaan yang aktif yang dapat dilihat dari
terfasilitasinya pembinaan keagamaan yang mencapai 80 persen. Namun,
beberapa indikator belum menunjukkan kinerja yang memuaskan
dikarenakan adanya pandemic COVID-19 yang melanda tahun 2020.
Kegiatan yang terkena dampak COVID-19 seperti kegiatan Seleksi
Tilawatil Quran (STQ) maupun Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ).

Tabel 2.33. Hasil Kinerja Urusan Keagamaan
Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020

I EIA IR 2016 2017 2018 2019 2020

Pembangunan Daerah
1 Persentase rumusan kebijakan/ regulasi di 90 90 90 90 90
bidang kesejahteraan Rakyat yang
ditindaklanjuti

2  Persentase organisasi keagamaan yang aktif 80 80 80 80 80
3  Persentase Kesiapan Cabang STQ Daerah 95 100 100 100 -
4 | Persentase Utusan MTQ Berprestasi 100 100 100 100 46
5  Terlaksananya fasilitasi pembinaan keagamaan 100 100 100 100 5
6  Persentase realisasi bantuan dibidang 100 100 100 100 50

kegamaan yang dilaksanakan
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau, 2021
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2.1.4.3.  Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan
salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas
daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat
keamanan dan ketertiban yang ada.

Tingkat keamanan di Kota Lubuklinggau dapat digambarkan melalui
indikator angka kriminalitas. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka
kriminalitas Kota Lubuklinggau cenderung mengalami penurunan. Pada
tahun 2016, angka kriminalitas Kota Lubuklinggau mencapai 1.329 kasus
dan mengalami penurunan hingga mencapai 305 kasus pada tahun 2020.
Selain itu, berkaitan dengan ketepatan layanan perizinan, tingkat layanan
perizinan telah mencapai 100 persen pada tahun 2018.

Tabel 2.34. Hasil Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi
Kota Lubuklinggau Tahun 2016-2020
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2016 2017 2018 2019 2020

1  Angkakriminaltas® 1329 994 814 709 305
2 | Tingkat ketepatan layanan perizinan? 99 100 n/a n/a n/a
Sumber: 1) Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021
2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau, 2021

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap
penduduk yang tidak produktif. Dalam kurun lima tahun terakhir, rasio
ketergantungan Kota Lubuklinggau terus mengalami penurunan. Pada
tahun 2016, rasio ketergantungan mencapai 48,52 dan menurun hingga
mencapai 47,62 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100
orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Lubuklinggau
mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan
dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.35. Rasio Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau
Tahun 2016-2020

1 Rasio lulusan S1/S2/S3 n/a n/a 2.731 2.827 n/a
2 Rasio ketergantungan 48,52 | 48,24 48,02 47,82 47,62

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPIJMD
2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2020

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat
Kota Lubuklinggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD.
Capaian Sasaran yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama tercapai
cukup baik, dimana 8 dari 18 indikator telah tercapai. Secara umum capaian

dapat ditunjukkan pada tabel berikut.
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Tabel 2.36. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuklinggau Tahun 2020

Capaian Target %e:plzgﬁ' Status Capaian g'ar:)gali(:; Status
. - Kinerja Kinerja A Ketercapaian Ketercapaian
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan RPIMD :)ada RKPIJD RKI;:S?J? Kinerja ngPD RPJMD s/d RPJMD s/d terhadap ?I'arget
Tahun 2023 | Tahun 2020 anun Tahun 2020 Vel 2D Vi RPJIMD
2020 2020
1 Meningkatnya taraf pendidikan Indeks Pengetahuan Indeks 0,711 0,700 0,701 Melebihi Target 0,701 98,59 Tidak Memenuhi
masyarakat Target
2 Meningkatnya derajat kesehatan Indeks Kesehatan Indeks 0,751 0,75 0,758 Melebihi Target 0,758 100,93 Melebihi Target
masyarakat yang berkualitas
3 Meningkatnya kesadaran Indeks Kesadaran Demokrasi Indeks 89,07 82,85 74,24 Tidak Memenuhi 74,24 83,35 Tidak Memenuhi
civil society Target Target
4 Terwujudnya iklim usaha Nilai ICOR Nilai 6,95 7,62 Melebihi Target - Tidak Memenuhi
dan investasi yang kondusif Target
5 Meningkatnya neraca Neraca perdagangan % 1,940 1,930 - Belum Ada Data - Tidak Memenuhi
perdagangan daerah (ekspor-impor) Target
6 Meningkatnya pengembangan wilayah Jumlah pusat-pusat ekonomi kawasan 3 1 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi
baru Target Target
7 Terbentuknya kawasan industri Jumlah kluster yang kluster 2 1 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi
terbangun di dalam kawasan Target Target
8 Meningkatnya pengembangan Kontribusi sector pariwisata % 16,84 13,97 14,22 Melebihi Target 14,22 84,44 Tidak Memenuhi
pariwisata terhadap PAD Target
9 Menurunnya pengangguran Tingkat Pengangguran % 35 4,1 7,41 Tidak Memenuhi 7,41 -11,71 Tidak Memenuhi
Terbuka Target Target
10 Meningkatnya daya beli masyarakat Indeks Pengeluaran Indeks 0,814 0,797 0,787 Tidak Memenuhi 0,787 96,68 Tidak Memenuhi
Target Target
11 Menurunnya tingkat kedalaman dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks 1,87 2,00 2,2 Tidak Memenuhi 2,2 117,65 Tidak Memenubhi
tingkat keparahan kemiskinan (P1) Target Target
Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks 0,49 0,53 0,54 Tidak Memenuhi 0,54 110,20 Tidak Memenuhi
(P2) Target Target
12 Menguatnya ketahanan pangan daerah Rasio kecukupan pangan nilai 1,14 1,00 1,00 Memenuhi Target 1,00 87,72 Tidak Memenuhi
Target
13 Meningkatnya infrastruktur Persentase penanganan % 18,79 7,52 8,74 Melebihi Target 8,74 46,51 Tidak Memenuhi
perumahan dan permukiman kawasan yang terindikasi kumuh Target
14 Meningkatnya infrastruktur dasar Persentase infrastruktur sesuai % 75 66 59,83 Tidak Memenuhi 59,83 79,77 Tidak Memenuhi
SPP (Standard pelayanan Target Target
Perkotaan)
15 | Terjaganya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 75 75 80,40 Melebihi Target 80,40 107,20 Melebihi Target
perkotaan Hidup
16 Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks 3,98 3,14 3,12 Tidak Memenuhi 3,12 78,39 Tidak Memenuhi
Target Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82 79 78,76 Tidak Memenuhi 78,76 96,05 Tidak Memenuhi
Target Target
17 Meningkatnya penyelenggaraan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Nilai A BB BB Memenuhi Target BB Tidak Memenuhi
pemerintahan yg bersih dan akuntabel Pemerintah Daerah Target
18 Meningkatnya kapasitas birokrasi Indeks Kapasitas Birokrasi Indeks 61,7 50,7 58,06 Melebihi Target 58,06 94,10 Tidak Memenuhi
Target
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2.2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program Tahun 2020
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil
evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun
2020, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

|
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1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Target Capaian Status Capaian Capaian Status Perangl;]at
. R RPJMD Kinerja Kinerja Ketercapaian Ketercapaian Daeral
Mo Cilsanjiiedran ndikatorKineria SEvER pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD 'II'?PhJMDZgé% RP.I‘.J'\:LD s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 anun 23:)2“0" RPIMD Jawab
2023 2020
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.1.  Urusan Pendidikan
1 Program Waijib Belajar Angka Melek Huruf angka 100 100 103,60 Melebihi Target 103,60 103,60 Memenuhi Target | Dinas
Pendidikan Dasar Pendidikan dan
Sembilan Tahun Kebudayaan
Angka Partisipasi angka 103,60 103,46 95,18 Tidak Memenuhi 95,18 91,87 Tidak Memenuhi Dinas
Murni SD Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
Angka Partisipasi angka 106,40 106,20 85,96 Tidak Memenuhi 85,96 80,79 Tidak Memenuhi Dinas
Murni SMP Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Program Peningkatan Persentase Pendidik % 80 60 2,32 Tidak Memenuhi 2,32 2,90 Tidak Memenuhi Dinas
Mutu Pendidik dan Bersertifikasi Target Target Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan Kebudayaan
Persentase Tenaga % 55,62 49,6 2,49 Tidak Memenuhi 2,49 4,47 Tidak Memenuhi Dinas
Kependidikan yang Target Target Pendidikan dan
berkompetensi Kebudayaan
3 Program Manajemen Persentase layanan % 80 50 50,00 Memenuhi Target 50,00 62,50 Tidak Memenuhi Dinas
Pelayanan Pendidikan pendidikan Target Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Program Pendidikan Persentase lembaga % 70 55 50,00 Tidak Memenuhi 50,00 71,43 Tidak Memenuhi Dinas
Non-Formal PNF yang aktif Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Program Pendidikan Persentase Pendidikan % 50,5 35,7 29,56 Tidak Memenuhi 29,56 58,53 Tidak Memenuhi Dinas
Anak Usia Dini Anak Usia Dini Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Program peningkatan Rasio Ketersediaan RKB Per rasio 90 60 4,32 Tidak Memenuhi 4,32 4,80 Tidak Memenuhi Dinas
sarana dan prasarana Jumlah Penduduk Usia Target Target Pendidikan dan
pendidikan dasar Sekolah Kebudayaan
Persentase Sekolah yang % 85 55 100,00 Melebihi Target 100,00 117,65 Memenuhi Target | Dinas
memiliki kecukupan RKB Pendidikan dan
Kebudayaan
Persentase Sekolah yang % 90 60 100,00 Melebihi Target 100,00 111,11 Memenuhi Target | Dinas
terlayani Angkutan Umum Pendidikan dan
Kebudayaan
Persentase Sekolah yang % 50 34 82,73 Melebihi Target 82,73 165,47 Memenuhi Target | Dinas
memiliki Jamban sesuai Pendidikan dan
standar Kebudayaan
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID R inenz BTG pETE RPJMD s/d RPJMD s/d BTG Pl Lizeiely
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
Persentase Sekolah yang % 80 55 0,72 Tidak Memenuhi 0,72 0,90 Tidak Memenuhi Dinas
memiliki UKS Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Program Penguatan Angka Putus Sekolah SD angka 0,05 0,09 0,81 Melebihi Target 0,81 1.629,75 Melebihi Target Dinas
Pelaksanaan Jaminan Pendidikan dan
Pendidikan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah SMP angka 0,25 0,37 1,39 Melebihi Target 1,39 556,35 Melebihi Target Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
1.2.  Urusan Kesehatan
1 Program peningkatan Cakupan pelayanan % 100 100 93,05 Tidak Memenuhi 93,05 93,05 Tidak Memenuhi Dinas
keselamatan Ibu melahirkan kesehatan ibu hamil (k4) Target Target Kesehatan
dan anak
Cakupan komplikasi % 100 79 69,19 Tidak Memenuhi 69,19 69,19 Tidak Memenuhi Dinas
kebidanan yang ditangani Target Target Kesehatan
Cakupan pertolongan % 100 98 93,14 Tidak Memenuhi 93,14 93,14 Tidak Memenuhi Dinas
persalinan oleh nakes yang Target Target Kesehatan
memiliki kompetensi
Cakupan pelayanan nifas % 100 100 93,03 Tidak Memenuhi 93,03 93,03 Tidak Memenuhi Dinas
Target Target Kesehatan
Cakupan neonatus dengan % 85 85 72,23 Tidak Memenuhi 72,23 84,98 Tidak Memenuhi Dinas
komplikasi yang ditangani Target Target Kesehatan
Cakupan pelayanan % 100 100 97,52 Tidak Memenuhi 97,52 97,52 Tidak Memenuhi Dinas
kesehatan bayi baru lahir (Kn Target Target Kesehatan
lengkap)
2 Program perbaikan Prevalensi stunting sangat % 2 3 0,19 Melebihi Target 0,19 190,50 Melebihi Target Dinas
gizi masyarakat pendek pada balita Kesehatan
Prevalensi stunting pada balita % 13 14,5 0,6 Melebihi Target 0,6 195,38 Melebihi Target Dinas
Kesehatan
Prevalensi stunting sangat % 1,7 17 0,24 Melebihi Target 0,24 185,88 Melebihi Target Dinas
pendek pada baduta Kesehatan
Prevalensi stunting pendek % 55 7 0,8 Melebihi Target 0,8 185,45 Melebihi Target Dinas
pada baduta Kesehatan
Prevalensi wasting pada % 55 7 0,3 Melebihi Target 0,3 194,55 Melebihi Target Dinas
baduta Kesehatan
Prevalensi sangat kurus pada % 2,8 2,8 0,1 Melebihi Target 0,1 196,43 Melebihi Target Dinas
baduta Kesehatan
Prevalensi wasting sangat % 1 14 0,1 Melebihi Target 0,1 190,00 Melebihi Target Dinas
kurus pada balita Kesehatan
Prevalensi wasting pada balita % 7,8 8,1 0,22 Melebihi Target 0,22 197,18 Melebihi Target Dinas
Kesehatan
Prevalensi anemia pada % 10 25 6 Melebihi Target 6 140,00 Melebihi Target Dinas
ibu hamil Kesehatan
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID R inenz BTG pETE RPJMD s/d RPJMD s/d BTG Pl Lizeiely
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
Persentase ibu yang % 100 100 93,01 Tidak Memenuhi 93,01 93,01 Tidak Memenuhi Dinas
mendapatkan Fe Target Target Kesehatan
Cakupan pelayanan % 100 100 66,39 Tidak Memenuhi 66,39 66,39 Tidak Memenuhi Dinas
kesehatan balita Target Target Kesehatan
Angka kematian balita angka 3 3 0,5 Melebihi Target 0,5 16,67 Tidak Memenuhi Dinas
(per 1000 balita) Target Kesehatan
3 Program pelayanan Cakupan pelayanan % 100 100 66,39 Tidak Memenuhi 66,39 66,39 Tidak Memenuhi Dinas
kesehatan anak Balita kesehatan balita Target Target Kesehatan
4 Program pencegahan Kelurahan UCI % 100 100 100 Memenuhi Target 100 100,00 Memenuhi Target | Dinas
dan penanggulangan penyakit Kesehatan
menular
Cakupan Imunisasi dasar % 100 100 89,17 Tidak Memenuhi 89,17 89,17 Tidak Memenuhi Dinas
lengkap bayi Target Target Kesehatan
Cakupan imunisasi TT WUS % 74 71 89,18 Melebihi Target 89,18 120,51 Melebihi Target Dinas
Kesehatan
kesiapsiagaan dalam % 100 100 100 Memenuhi Target 100 100,00 Memenuhi Target | Dinas
penanggulangan kedaruratan Kesehatan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi KLB
Jumlah kebijakan dalam kebijakan 2 2 2 Memenuhi Target 2 100,00 Memenuhi Target | Dinas
penanggulangan penyakit Kesehatan
5 Program pencegahan Persentase lokasi bebas % 100 66,9 Tidak Memenuhi 66,9 #DIV/O! Dinas
dan penanggulangan penyakit asap rokok Target Kesehatan
tidak menular
Cakupan puskesmas % 100 100 90 Tidak Memenuhi 90 90,00 Tidak Memenuhi Dinas
melaksanakan PTM terpadu Target Target Kesehatan
Presentase pelayanan % 100 100 41 Tidak Memenuhi 41 41,00 Tidak Memenuhi Dinas
kesehatan penderita Target Target Kesehatan
hipertensi
Presentase Pelayanan % 100 100 26 Tidak Memenuhi 26 26,00 Tidak Memenuhi Dinas
Kesehatan penderita diabetes Target Target Kesehatan
melitus
6 Program upaya Persentase pelayanan % 85 82 98,8 Melebihi Target 98,8 116,24 Melebihi Target Dinas
kesehatan masyarakat kesehatan anak sekolah usia Kesehatan
pendidikan dasar
Persentase pelayanan % 100 100 13 Tidak Memenuhi 13 13,00 Tidak Memenuhi Dinas
keshehatan usia produktif Target Target Kesehatan
Persentase indeks kepuasan % 85 82 79,2 Tidak Memenuhi 79,2 93,18 Tidak Memenuhi Dinas
masyarakat Target Target Kesehatan
Cakupan pelaksanaan standar % 100 100 100 Memenuhi Target 100 100,00 Memenuhi Target | Dinas
minimal kesehatan di Kesehatan
Puskesmas
7 Program peningkatan Persentase pelayanan % 100 100 56,87 Tidak Memenuhi 56,87 56,87 Tidak Memenuhi Dinas
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID R inenz BTG pETE RPJMD s/d RPJMD s/d BTG Pl Lizeiely
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
pelayanan kesehatan lansia kesehatan usia lanjut Target Target Kesehatan

8 Program standarisasi Persentase UPTD yang % 100 100 91 Tidak Memenuhi 91 91,00 Tidak Memenuhi Dinas
layanan kesehatan masyarakat terakreditasi Target Target Kesehatan

9 Program pengadaan, Cakupan pengadaan % 100 100 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi Dinas
peningkatan dan perbaikan dan peningkatan sarana Target Target Kesehatan
sarana dan prasarana puskesmas
puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya

10 Program obat dan Cakupan ketersediaan % 1,5 15 0,34 Tidak Memenuhi 0,34 22,67 Tidak Memenuhi Dinas
perbekalan kesehatan obat dan perbekalan Target Target Kesehatan

kesehatan sesuai dengan
kebutuhan (standar WHO)

11 Program kemitraan Persentase UPTD % 100 100 81,8 Tidak Memenuhi 81,8 81,80 Tidak Memenuhi Dinas
peningkatan pelayanan beroperasional BLUD Target Target Kesehatan
kesehatan

12 Program promosi Cakupan RT Ber PHBS % 80 7 87 Melebihi Target 87 108,75 Melebihi Target Dinas
kesehatan dan pemberdayaan Kesehatan
masyarakat

13 Program Peningkatan Persentase pembinaan % 100 100 32 Tidak Memenuhi 32 32,00 Tidak Memenuhi Dinas
Pengawasan Obat dan sarana makanan dan Target Target Kesehatan
Makanan minuman serta kefarmasian

Presentase Sarana % 100 40 40 Memenuhi Target 40 40,00 Tidak Memenuhi Dinas
Kefarmasian Puskesmas yang Target Kesehatan
memenuhi standar

kefarmasian

Presentase Sarana % 100 40 33 Tidak Memenuhi 33 33,00 Tidak Memenuhi Dinas
Kefarmasian Apotek yang Target Target Kesehatan
memenuhi standar

kefarmasian

Presentase IF RS Pemerintah % 100 50 100 Melebihi Target 100 100,00 Memenuhi Target | Dinas
yang melaksanakan Kesehatan
pelayanan kefarmasian sesuai

standar

Presentase toko kosmetik % 100 40 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi Dinas
yang memenuhi standar Target Target Kesehatan
kesehatan

Presentase penggunaan % 0 0 47,36 Tidak Memenuhi 47,36 #DIV/O! Tidak Memenuhi Dinas
obat rasional di sarana Target Target Kesehatan
kesehatan dasar pemerintah

14 Program pengembangan Persentase TPM yang % 90 84 85 Melebihi Target 85 94,44 Tidak Memenuhi Dinas
lingkungan sehat memenuhi standar kesehatan Target Kesehatan

Persentase TTUI yang % 96 93 95 Melebihi Target 95 98,96 Tidak Memenuhi Dinas
memenuhi standar kesehatan Target Kesehatan
Kelurahan Stop BABS % 100 85 100 Melebihi Target 100 100,00 Memenuhi Target | Dinas
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID R inenz BTG pETE RPJMD s/d RPJMD s/d BTG Pl Lizeiely
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
Kesehatan
15 Program Peningkatan Jumlah layanan unggulan layanan 5 2 2 Memenuhi Target 2 40,00 Tidak Memenuhi RSUD Siti
Pelayanan rumah sakit rumah sakit Target Aisyah
16 Program pengadaan Persentase sarana dan % 80 65 97,43 Melebihi Target 97,43 121,79 Melebihi Target RSUD Siti
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Aisyah
prasarana rumah sakit standar
17 Program Standardisasi Persentase SIP yang % 100 90 100 Melebihi Target 100 100,00 Memenuhi Target | RSUD Siti
Layanan Kesehatan ditindaklanjuti Aisyah
18 Program Penguatan Persentase perlindungan % 100 100 83,78 Tidak Memenuhi 83,78 83,78 Tidak Memenuhi Dinas
Pelaksanaan Jaminan sosial bagi penduduk rentan Target Target Kesehatan
Kesehatan dan kurang mampu (%)
Persentase Pelaksanaan % 100 100 82 Tidak Memenuhi 82 82,00 Tidak Memenuhi Dinas
Universal Healthy Coverage Target Target Kesehatan
(UHC)
1.3.  Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pembangunan, Persentase Terhubungnya % 100 47,6 43,27 Tidak Memenuhi 43,27 43,27 Tidak Memenubhi Dinas Pekerjaan
Peningkatan dan Pemeliharaan Pusat Kegiatan dan Pusat Target Target Umum dan
Jalan dan Jembatan Produksi PenataanRuang
Persentase Panjang Jalan % 93,13 35,5 90,02 Melebihi Target 90,02 96,66 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Dalam Kondisi Mantap Sesuai Target Umum dan
Kebutuhan Wilayah Penataan Ruang
2 Program Perencanaan Persentase Ketersediaan % 10,34 19,12 20,00 Melebihi Target 20,00 193,42 Melebihi Target Dinas Pekerjaan
Tata Ruang Dokumen Perencanaan Umum dan
Ruang Penataan Ruang
3 Program pemanfaatan Persentase Penurunan % 20 20,00 69,50 Melebihi Target 69,50 347,50 Melebihi Target Dinas Pekerjaan
dan pengendalian pemanfaatan | Pelanggaran Pemanfaatan Umum dan
ruang Ruang Penataan Ruang
4 Program Pengembangan Rata-rata capaian prasarana % 100 18,00 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 - Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Kinerja Infrastruktur Kawasan terbangun sesuai RKI Target Target Umum dan
Industri Penataan Ruang
Persentase Terhubungnya % 100 17 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 - Tidak Memenuhi | pinas Pekerjaan
Cluster dalam Kawasan Target Target Umum dan
Penataan Ruang
5 Program Pembangunan, Persentase Panjang Jalan % 96,2 28,02 69,14 Melebihi Target 69,14 71,87 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Peningkatan dan Pemeliharaan | Dalam Kondisi Mantap Target Umum dan
Jalan dan Jembatan Penataan Ruang
Persentase Panjang % 100 40,13 48,56 Melebihi Target 48,56 48,56 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Jembatan Dalam Kondisi Target Umum dan
Mantap Penataan Ruang
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Capaian Realisasi Tinakat
Kinerja Target Capaian Status Capaian Ca %ian Status Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID e Az seizicepalizn RPJpMD s/d RPJ’I\)/ID s/d slzreepalizn Lizeiely
9 ! pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
6 Program peningkatan Persentase Ketersediaan % 96,44 82,2 91,67 Melebihi Target 91,67 95,05 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
sarana dan prasarana Perencanaan Teknis Target Umum dan
kebinamargaan Infrastruktur Kebinamargaan Penataan Ruang
7 Program Peningkatan Persentase layanan sanitasi % 87,5 40,33 41,56 Melebihi Target 41,56 47,50 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Kinerja Infrastruktur skala perkotaan Target Umum dan
Dasar Perkotaan Penataan Ruang
Persentase penduduk % 50 39,23 38,76 Tidak Memenuhi 38,76 77,52 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
berakses air minum perpipaan Target Target Umum dan
Penataan Ruang
8 Program Pengendalian/ Persentase Bangunan % 100 25,00 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 - Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Penataan Bangunan Gedung Gedung Sesuai Standar Target Target Umum dan
Penataan Ruang
9 Program Pembangunan/ Persentase gedung % 100 100,00 52,90 Tidak Memenuhi 52,90 52,90 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Pengem bangan Bangunan pemerintah kondisi baik Target Target Umum dan
Gedung dan Fasilitas Publik Penataan Ruang
Persentase fasilitas % 100 62,5 33,33 Tidak Memenuhi 33,33 33,33 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
publik kondisi baik Target Target Umum dan
Penataan Ruang
10 Program Pengamanan Persentase Penurunan % 20 20,00 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 - Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
dan Pengendalian Titik Titik Rawan Bencana Target Target Umum dan
Rawan Daya Rusak Air Akibat Daya Rusak Air Penataan Ruang
Persentase Sungai % 10,08 10,08 #DIV/O! Dinas Pekerjaan
memenuhi kriteria kesehatan Umum dan
dan keamanan Penataan Ruang
11 Program Pengembangan dan Persentase jaringan % 21,67 17,49 40,06 Melebihi Target 40,06 184,86 Melebihi Target Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, irigasi fungsional Umum dan
Rawa dan Jaringan Pengairan Penataan Ruang
Lainnya
12 Program Pembinaan Persentase badan usaha % 100 44,85 87,50 Melebihi Target 87,50 87,50 Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
Jasa Konstruksi yang tertib usaha, tertib Target Umum dan
penyelenggaraan dan tertib Penataan Ruang
pemanfaatan jasa konstruksi
Persentase ketersedian % 100 100,00 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 - Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
layanan informasi usaha jasa Target Target Umum dan
konstruksi terbaru Penataan Ruang
Presentase tersedianya % 100 100,00 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi Dinas Pekerjaan
sarana prasarana pendukung Target Target Umum dan
SIPJAKI Penataan Ruang
1.4.  Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 Program Pengembangan Persentase MBR % 19,62 7,85 7,81 Tidak Memenuhi 7,81 39,81 Tidak Memenuhi Dinas
Perumahan Mendapatkan Akses Target Target Perumahan dan
Perumahan Subsidi Kawasan
Permukiman
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Capaian Realisasi Tinakat
Kinerja Target Capaian Status Capaian Ca %ian Status Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID e Az seizicepalizn RPJpMD s/d RPJ’I\)/ID s/d slzreepalizn Lizeiely
9 ! pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
2 Program Cakupan kelompok kelompok 2 2,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Dinas
pemberdayaan komunitas masyarakat aktif dalam Target Target Perumahan dan
perumahan pelestarian lingkungan Kawasan
perumahan Permukiman
3 Program pembangunan Persentase Lingkungan % 80 74,00 87,47 Melebihi Target 87,47 109,34 Melebihi Target Dinas
infrastruktur Permukiman Memiliki Perumahan dan
perkotaan/pemukiman Ketersediaan Utilitas diatas Kawasan
70% Permukiman
4 Program Lingkungan Prosentase Rumah Tangga % 42,45 29,1 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Dinas
Sehat Perumahan difasiltasi pembuangan limbah Target Target Perumahan dan
(air bekas) Kawasan
Permukiman
Cakupan MBR mendapatkan rumah 2788 1.588,00 737,00 Tidak Memenuhi 737,00 26,43 Tidak Memenuhi Dinas
Akses Bantuan Peningkatan Target Target Perumahan dan
RTLH Kawasan
Permukiman
5 Program pengelolaan Rasio tempat pemakaman per m2 per 317,67 290,75 116,50 Tidak Memenuhi 116,50 36,67 Tidak Memenuhi Dinas
areal pemukiman satuan penduduk 1000 Target Target Perumahan dan
penduduk Kawasan
Permukiman
6 Program pengelolaan Persentase Luasan Taman % 0,051 0,047 0,02 Tidak Memenuhi 0,02 39,22 Tidak Memenuhi Dinas
Ruang Terbuka Hijau dan Makam terhadap Target Target Perumahan dan
(RTH) pemenuhan Ruang Terbuka Kawasan
Hijau Permukiman
1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1 Program Pendidikan Persentase partai politik yang % 90 90,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Kantor Kesatuan
Politik Masyarakat mengkampanyekan Pemilu Target Target Bangsa dan
Politik
Tingkat Partisipasi Pemilih % 80 77,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Kantor Kesatuan
Pemula dalam Pemilu Target Target Bangsa dan
Politik
Persentase Kerjasama % 90 90,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Kantor Kesatuan
Lembaga dalam Target Target Bangsa dan
Penyelenggaraan Pemilu Politik
2 Program Pembinaan Persentase Kelompok/ % 80 76,00 100,00 Melebihi Target 100,00 125,00 Melebihi Target Kantor Kesatuan
Pendidikan Agama dan Masyarakat yang berperan Bangsa dan
Keagaamaan aktif dalam peningkatan Politik
solidaritas antar umat
beragama
3 Program Tingkat Partisipasi Masyarakat % 90 75,00 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi Kantor Kesatuan
Pengembangan Dalam Program Pembinaan Target Target Bangsa dan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Politik
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan R eI G S CETEEREE RPJMD s/d RPJMD s/d N CUETEEREE el
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
4 Program Kemitraan Persentase kelembagaan % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Target | Kantor Kesatuan
Pengembangan kemitraan pemerintah dan Bangsa dan
Wawasan Kebangsaan masyarakat yang memahami Politik
Ideologi dan wawasan
kebangsaan
5 Program Pencegahan Jumlah potensi wilayah rawan wilayah 10 10,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Kantor Kesatuan
Dini dan Penanggulangan konflik Target Target Bangsa dan
Konflik Politik
6 Program Peningkatan Persentase tindak kriminalitas % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Target | Kantor Kesatuan
Keamanan dan Kenyamanan yang terselesaikan Bangsa dan
Lingkungan Politik
Tingkat kriminalitas % 49 55,00 57,00 Melebihi Target 57,00 116,33 Melebihi Target Kantor Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Jumlah kelembagaan lembaga 85 80,00 100,00 Melebihi Target 100,00 117,65 Melebihi Target Kantor Kesatuan
kemitraan pemerintah yang Bangsa dan
aktif menangani konflik Politik
Persentase penyelesaian % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Target | Kantor Satuan
pelanggaran k3 Polisi Pamong
Praja
Rasio Pol PP per jumlah nilai 12,55 9,66 7,47 Tidak Memenuhi 7,47 59,52 Tidak Memenuhi Kantor Satuan
penduduk Target Target Polisi Pamong
Praja
10 Program pemeliharaan Persentase penurunan % 80 65,00 86,52 Melebihi Target 86,52 108,15 Melebihi Target Kantor Satuan
kantramtibmas dan pelanggaran PERDA Polisi Pamong
pencegahan tindak kriminal Praja
11 Program pemberdayaan Rasio pos siskamling per nilai 0,62 0,59 0,56 Tidak Memenuhi 0,56 90,32 Tidak Memenuhi Kantor Satuan
masyarakat untuk menjaga jumlah RT Target Target Polisi Pamong
ketertiban dan keamanan Praja
Rasio jumlah LINMAS per nilai 2,3 2,3 2,65 Melebihi Target 2,65 115,22 Melebihi Target Kantor Satuan
jumlah RT Polisi Pamong
Praja
15 Program peningkatan Persentase cakupan Wilayah % 100 100,00 75,00 Tidak Memenuhi 75,00 75,00 Tidak Memenuhi Dinas Pemadam
kesiagaan dan pencegahan Manageman Kebakaran Target Target Kebakaran dan
bahaya kebakaran (WMK) yang memiliki mobil Penanggulangan
dan mesin layak pakai Bencana
Persentase Kecukupan % 100 100,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Dinas Pemadam
Pemadam Kebakaran Target Target Kebakaran dan
Penanggulangan
Bencana
16 Program pencegahan Persentase korban bencana % 100 45,00 100,00 Melebihi Target 100,00 100,00 Melebihi Target Dinas Pemadam

dini dan penanggulangan
korban bencana alam

yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana dan
prasarana yang sesuai
standar

Kebakaran dan
Penanggulangan
Bencana
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Capaian Realisasi Tingkat
Kinerja Tgrggt Cgpaign Status ; Capaian Capaian Status ; Perangkat
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPIYID R inenz BTG pETE RPJMD s/d RPJMD s/d BTG Pl Lizeiely
pada RKPD Tahun RKPD Kinerja RKPD Tahun 2020 Tahun terhadap Target Penanggung
Tahun 2020 Tahun Tahun 2020 2020 RPJMD Jawab
2023 2020
1.6. Urusan Sosial
1 Program Pembinaan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Orang 88 83,00 75,00 Tidak Memenuhi 75,00 85,23 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas Target Target
Sosial
2 Program Jumlah Lembaga Kelompok 232 212,00 180,00 Tidak Memenuhi 180,00 77,59 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
Pengembangan Potensi dan Kesejahteraan Sosial yang Lembaga Target Target
Lembaga Kesejahteraan Sosial berkualitas
Jumlah Potensi Kesejahteraan Jenis 10 7,00 5,00 Tidak Memenuhi 5,00 50,00 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
Sosial yang diberdayakan Target Target
3 Program Pelayanan Persentase penyandang % 100 94,92 93,22 Tidak Memenuhi 93,22 93,22 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
dan Rehabilitasi masalah sosial yang Target Target
Kesejahteraan Sosial mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial
4 Program pembinaan Persentase penyandang % 53,8 38,03 30,99 Tidak Memenuhi 30,99 57,60 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
para penyandang cacat dan disabilitas yang mendapatkan Target Target
trauma pelatihan, pembinaan dan Alat
Bantu Penyandang Disabilitas
5 Program pembinaan Persentase eks penyandang % 100 75,76 71,97 Tidak Memenuhi 71,97 71,97 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
eks penyandang penyakit penyakit sosial yang Target Target
sosial (eks narapidana, PSK, mendapatkan pelatihan
narkoba dan penyakit sosial keterampilan, konseling dan
lainnya) pemberdayaan sosial
6 Program Bantuan dan Persentase korban bencana % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Target Dinas Sosial
Perlindungan Sosial yang mendapatkan
Korban Bencana perlindungan dan jaminan
sosial
7 Program Bantuan Persentase masyarakat miskin % 94,39 92,05 92,02 Tidak Memenuhi 92,02 97,49 Tidak Memenuhi Dinas Sosial
Sosial Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan Target Target
sosial
Persentase Penyandang jenis 26 26,00 55,00 Melebihi Target 55,00 211,54 Melebihi Target Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial
yang dimutakhirkan
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Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdapat 68 capaian indikator program yang
tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2020. Hal tersebut disebabkan

oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.38. Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2020

No Indikator Program Faktor Penyebab

Urusan Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SD Minimnya fasilitas pendidikan
Angka Partisipasi Murni SMP
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Ketersediaan RKB Per Jumlah
Penduduk Usia Sekolah

Persentase Pendidik Bersertifikasi Minimnya pendidikan dan pelatihan guru
6. Persentase Tenaga Kependidikan yang
berkompetensi

7. Persentase lembaga PNF yang aktif Rendahnya animo masyarakat
Urusan Kesehatan

Persentase Sekolah yang memiliki UKS
. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (k4) Menurunnya rasio fasilitas kesehatan
10. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | terhadap jumlah penduduk

11. | Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes
yang memiliki kompetensi

12. | Cakupan pelayanan nifas

13. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani

14. | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
(Kn lengkap)

15. | Persentase ibu yang mendapatkan Fe

16. | Cakupan pelayanan kesehatan balita

17. | Cakupan pelayanan kesehatan balita

18. | Cakupan Imunisasi dasar lengkap bayi

19. | Cakupan puskesmas melaksanakan PTM
terpadu

20. | Presentase pelayanan kesehatan penderita
hipertensi

21. | Presentase Pelayanan Kesehatan penderita
diabetes melitus

22. | Persentase pelayanan kesehatan usia

PlRINE

o

produktif
23. | Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut
24. | Persentase lokasi bebas asap rokok - Rendahnya kesadaran masyarakat
perokok
- Minimnya fasilitas seperti ruang khusus
merokok
25. | Persentase indeks kepuasan masyarakat - Rendahnya kualitas pelayanan faskes

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 [1-69



No Indikator Program Faktor Penyebab

26. | Persentase UPTD yang terakreditasi - Rendahnya kualitas fasilitas kesehatan

27. | Persentase UPTD beroperasional BLUD

28. | Cakupan pengadaan dan peningkatan sarana | - Rendahnya efektivitas perangkat daerah
puskesmas dalam penyusunan anggaran dan

perencanaan kegiatan

29. | Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Minimnya pembinaan dan pengawasan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan (standar | obat dan makanan
WHO)

30. | Persentase pembinaan sarana makanan dan
minuman serta kefarmasian

31. | Presentase Sarana Kefarmasian Apotek yang
memenuhi standar kefarmasian

32. | Presentase toko kosmetik yang memenuhi
standar kesehatan

33. | Presentase penggunaan obat rasional di
sarana kesehatan dasar pemerintah

34. | Persentase perlindungan sosial bagi penduduk | Menurunnya angka kemiskinan
rentan dan kurang mampu (%)

35. | Persentase Pelaksanaan Universal Healthy - Rendahnya kualitas pelayanan faskes
Coverage (UHC) - Rendahnya kualitas fasilitas kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

36. | Persentase Terhubungnya Pusat Kegiatan dan | - Minimnya aksesibilitas
Pusat Produksi - Rendahnya kualitas akses

37. | Rata-rata capaian prasarana terbangun sesuai | Rendahnya efektivitas perangkat daerah
RKI dalam penyusunan anggaran dan

38. | Persentase Terhubungnya Cluster dalam perencanaan kegiatan
Kawasan

39. | Persentase penduduk berakses air minum
perpipaan

40. | Persentase Bangunan Gedung Sesuai Standar | - Minimnya pengawasan bangunan

41. | Persentase gedung pemerintah kondisi baik gedung dan infrastruktur lainnya

42. | Persentase fasilitas publik kondisi baik - Minimnya SDM pengawas bangunan

43. | Persentase Sungai memenuhi kriteria gedung dan infrastruktur lainnya
kesehatan dan keamanan

44, | Persentase Penurunan Titik Rawan Bencana Database pengendalian daya rusak air
Akibat Daya Rusak Air belum tervalidasi

45. | Persentase ketersedian layanan informasi
usaha jasa konstruksi terbaru

46. | Presentase tersedianya sarana prasarana
pendukung SIPJAKI
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

47. | Persentase MBR Mendapatkan Akses Peningkatan RTLH terlalu mengandalkan
Perumahan Subsidi Dana Alokasi Khusus

48. | Cakupan kelompok masyarakat aktif dalam Komunitas perumahan sudah memiliki
pelestarian lingkungan perumahan wadah tersendiri sehingga meski tanpa
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No

Indikator Program

Faktor Penyebab

dukungan developer, masih tetap bisa
berjalan

49. | Prosentase Rumah Tangga difasiltasi - Adanya perbedaan Tusi perangkat
pembuangan limbah (air bekas) daerah dengan Permendagri No. 90

50. | Cakupan MBR mendapatkan Akses Bantuan - Rendahnya efektivitas perangkat daerah
Peningkatan RTLH dalam penyusunan anggaran dan

51. | Rasio tempat pemakaman per satuan perencanaan kegiatan
penduduk

52. | Persentase Luasan Taman dan Makam Rendahnya rasio tempat pemakaman per
terhadap pemenuhan Ruang Terbuka Hijau satuan penduduk
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan

53. | Persentase partai politik yang Rendahnya efektivitas perangkat daerah
mengkampanyekan Pemilu dalam penyusunan anggaran dan

54. | Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam perencanaan kegiatan
Pemilu

55. | Persentase Kerjasama Lembaga dalam
Penyelenggaraan Pemilu

56. | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rendahnya animo masyarakat untuk
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan mengikuti pembinaan wawasan

kebangsaan

57. | Jumlah potensi wilayah rawan konflik

58. | Rasio Pol PP per jumlah penduduk Minimnya SDM Pol PP

59. | Rasio pos siskamling per jumlah RT Minimnya ketersediaan pos siskamling

60. | Persentase cakupan Wilayah Manageman Minimnya fasilitas penanganan kebakaran
Kebakaran (WMK) yang memiliki mobil dan
mesin layak pakai

61. | Persentase Kecukupan Pemadam Kebakaran | Minimnya SDM pemadam kebakaran
Urusan Sosial

62. | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Minimnya pendidikan dan pelatihan
Berkualitas kesejahteraan sosial

63. | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
berkualitas

64. | Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial yang
diberdayakan

65. | Persentase penyandang masalah sosial yang Menurunnya angka penerima bantuan
mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial | masalah sosial

66. | Persentase penyandang disabilitas yang
mendapatkan pelatihan, pembinaan dan Alat
Bantu Penyandang Disabilitas

67. | Persentase eks penyandang penyakit sosial
yang mendapatkan pelatihan keterampilan,
konseling dan pemberdayaan sosial

68. | Persentase masyarakat miskin yang

mendapatkan bantuan sosial
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2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2020

Capaian Target %zﬂz:ﬁ' Status Capaian g'ar:)gali(:; Status Perangkat
. - Kinerja Kinerja o Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKI;BN?IIJﬁ Kinerja RKPD RIT{JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 Tahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Program Penataan Persentase penduduk yang % 100 97,00 92,19 Tidak Memenuhi 92,19 92,19 Tidak Memenuhi Dinas
Administrasi memiliki Kartu Keluarga Target Target Kependudukan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Persentase penduduk lahir yang % 99 96,00 97,07 Melebihi Target 97,07 98,05 Tidak Memenuhi Dinas
memiliki Akta Kelahiran Target Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Persemtase penduduk mati % 75 70,00 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi Dinas
yang memiliki akta kematian Target Target Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Persentase penduduk yang % 100 100,00 96,97 Tidak Memenuhi 96,97 96,97 Tidak Memenuhi Dinas
memiliki kartu tanda penduduk Target Target Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Persentase penduduk yang % 100 100,00 Tidak Memenubhi - Tidak Memenuhi Dinas
telah melaksanakan perekaman Target Target Kependudukan
KTP elektronik dan Pencatatan
Sipil
Persentase penduduk yang % 70 40,00 30,91 Tidak Memenuhi 30,91 44,16 Tidak Memenuhi Dinas
memiliki KIA Target Target Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
1.2. Urusan Kearsipan
1 Program Perbaikan Persentase perangkat daerah % 100 44,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Dinas
sistem administrasi yang mengimplementasikan Target Target Perpustakaan
kearsipan layanan kearsipan berbasis IT dan Kearsipan
2 Program penyelamatan Persentase perangkat daerah % 0 45,00 71,00 Tidak Memenuhi 71,00 #DIV/0! Tidak Memenuhi Dinas
dan pelestarian dengan temuan ketidaksesuaian Target Target Perpustakaan
dokumen/arsip daerah pengelolaan arsip dan Kearsipan
3 Program Peningkatan Persentase arsip yang telah % 78 72,00 21,00 Tidak Memenubhi 21,00 26,92 Tidak Memenuhi Dinas
kualitas pelayanan dialihmediakan Target Target Perpustakaan
kearsipan dan Kearsipan
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Capaian Target %zﬂ;zi' Status Capaian gg:)%li(:; Status Perangkat
. - Kinerja Kinerja L Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKI;BN?IIJﬁ Kinerja RKPD RIT{JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 Tahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
1.3. Urusan Kebudayaan
1 Program Pengelolaan Jumlah seni budaya daerah jenis 5 2,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 2.000,00 Melebihi Target Dinas
Keragaman Budaya dalam kurikulum di daerah Pendidikan dan
Kebudayaan
Tingkat penerapan hukum adat jenis 7 5,00 75,00 Tidak Memenuhi 75,00 1.071,43 Tidak Memenuhi Dinas
Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Program Pengembangan | Persentase organisasi kesenian % 15 9,00 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi Dinas
Nilai Budaya daerah yang produktif Target Target Pendidikan dan
Kebudayaan
Persentase sarana prasarana % 45 27,00 Tidak Memenubhi - Tidak Memenuhi Dinas
kesenian daerah yang Target Target Pendidikan dan
fungsional Kebudayaan
3 Program Pengelolaan Persentase kekayaan budaya % - 100,00 Melebihi Target 100,00 #DIV/0! Melebihi Target Dinas
Kekayaan Budaya Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Program Pengelolaan Persentase organisasi % 60 30,00 Tidak Memenubhi - Tidak Memenuhi Dinas
Sumber Daya kesenian daerah yang produktif Target Target Pendidikan dan
Pendukung Seni Budaya Kebudayaan
Daerah
1.4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1 Program Pembinaan Jumlah Cabor unggulan daerah cabor 7 4,00 4,00 Memenuhi Target 4,00 57,14 Tidak Memenuhi Dinas Pemuda
dan Pemasyarakatan Target dan Olahraga
Olahraga
2 Program Peningkatan Tingkat kecukupan sarana dan % 90 83,00 48,67 Tidak Memenuhi 48,67 54,08 Tidak Memenuhi Dinas Pemuda
Sarana dan Prasarana prasarana olahraga publik Target Target dan Olahraga
Olahraga
3 Program Peningkatan Persentase OKP yang aktif % 92 85,00 n/a Tidak Memenubhi - Tidak Memenuhi Dinas Pemuda
Peran Serta Target Target dan Olahraga
Kepemudaan
4 Program Peningkatan Persentase wirausaha muda % 43,76 42,13 180,00 Melebihi Target 180,00 411,33 Melebihi Target Dinas Pemuda
Upaya Penumbuhan dan Olahraga
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
5 Program Upaya Jumlah organisasi yang aktif Organisasi 3 3,00 Tidak Memenubhi - Tidak Memenuhi Dinas Pemuda
Pencegahan dalam pencegahan narkoba Target Target dan Olahraga
Penyalahgunaan
Narkoba
1.5. Urusan Komunikasi dan Informatika
1 Program Pengelolaan Nilai Self Assessment SPBE nilai 3,6 2,6 2,75 Melebihi Target 2,75 76,39 Tidak Memenuhi Dinas
Aplikasi Informatika Target Komunikasi dan
Informatika
2 Program Pengelolaan Tingkat Kepuasan Publik % sangat memuaskan Memuaskan Memenuhi Target Memuaskan #VALUE! Tidak Memenuhi Dinas
Informasi dan Terhadap Layanan Data dan memuaskan Target Komunikasi dan
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Realisasi

Tingkat

Capaian Target Capaian Status Capaian Capaian Status Perangkat
. L Kinerja Kinerja o Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKI;BN?IIJﬁ Kinerja RKPD RIT{JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 Tahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
Komunikasi Publik Informasi Informatika
Prosentase Data dan Informasi % 85 70,00 70,00 Memenuhi Target 70,00 82,35 Tidak Memenuhi Dinas
Publik yang dipublikasikan Target Komunikasi dan
Informatika
Rasio Opini Positif dan Negatif rasio 2;1 2;1 1,35:1 Tidak Memenuhi 1,35:1 #VALUE! Tidak Memenuhi Dinas
Target Target Komunikasi dan
Informatika
1.6. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 Program peningkatan Persentase koperasi aktif % 77 71,00 53,30 Tidak Memenuhi 53,30 69,22 7 Dinas Koperasi
kualitas kelembagaan Target dan UKM
koperasi
Tingkat partisipasi anggota % 70 67,00 155,00 Melebihi Target 155,00 221,43 70 Dinas Koperasi
dan UKM
2 Program peningkatan Pertumbuhan SHU % 3,4 2,5 0,31 Tidak Memenuhi 0,31 9,03 34 Dinas Koperasi
kualitas usaha koperasi Target dan UKM
Pertumbuhan anggota % 3,2 2,4 Tidak Memenubhi - 3,2
Target
3 Program penciptaan Pertumbuhan wirausaha % 2,3 2,1 0,42 Tidak Memenuhi 0,42 18,36 23 Dinas Koperasi
iklim usaha kecil Target dan UKM
menengah yang kondusif
4 Program pengembangan | Wirausaha pemula % 1,9 15 0,42 Tidak Memenuhi 0,42 22,13 1,9 Dinas Koperasi
kewirausahaan dan Target dan UKM
keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah
5 Program pengembangan Pertumbuhan Aset % 2,3 2,1 2,60 Melebihi Target 2,60 113,04 2,3 Dinas Koperasi
sistem pendukung usaha dan UKM
bagi usaha mikro kecil
Pertumbuhan nilai omzet UKM % 11,22 9,16 0,85 Tidak Memenuhi 0,85 7,60 11,22 Dinas Koperasi
Target dan UKM
1.6. Urusan Lingkungan Hidup
1 Program pengendalian Persentase Cakupan titik pantau % 91 82,00 68,18 Tidak Memenuhi 68,18 74,92 Tidak Memenuhi Dinas
pencemaran dan air dan udara Target Target Lingkungan
perusakan lingkungan Hidup
hidup
Persentase pelaku usaha/ % 80 80,00 48,59 Tidak Memenuhi 48,59 60,74 Tidak Memenuhi Dinas
kegiatan yang diawasi dan Target Target Lingkungan
dibina Hidup
2 Program Peningkatan Jumlah Data/Dokumen LH dokumen 2 2,00 1,00 Tidak Memenuhi 1,00 50,00 Tidak Memenuhi Dinas
Kualitas dan Akses Target Target Lingkungan
Informasi Sumber Daya Hidup
Alam dan Lingkungan
Hidup
3 Program Pengembangan | Persentase penanganan % 73 70,00 58,46 Tidak Memenubhi 58,46 80,08 Tidak Memenuhi Dinas
Kinerja Pengelolaan sampah Target Target Lingkungan
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Capaian Target %zﬂ;zi' Status Capaian gg:)%li(:; Status Perangkat
. L Kinerja Kinerja o Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKI;BN?IIJﬁ Kinerja RKPD _II_?IT{JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 ahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
Persampahan Hidup
Persentase pengurangan % 23 20,00 18,70 Tidak Memenuhi 18,70 81,30 Tidak Memenuhi Dinas
timbulan sampah Target Target Lingkungan
Hidup
4 Program Pengelolaan Persentase luasan RTH % 22 22,00 22,00 Memenuhi Target 22,00 100,00 Memenuhi Target Dinas
Ruang Terbuka Hijau Lingkungan
Hidup
5 Program peningkatan Persentase pemenuhan % 50 50,00 22,00 Tidak Memenuhi 22,00 44,00 Tidak Memenuhi Dinas
pengendalian polusi baku mutu Target Target Lingkungan
Hidup
6 Program Perlindungan Jumlah titik lahan kritis titik 5 5,00 3,00 Tidak Memenuhi 3,00 60,00 Tidak Memenuhi Dinas
Konservasi Sumber yang direhabilitasi Target Target Lingkungan
Daya Alam Hidup
7 Program peningkatan Persentase jumlah % 1 1,00 1,39 Melebihi Target 1,39 139,00 Melebihi Target Dinas
peran serta masyarakat kampung iklim Lingkungan
dalam pengelolaan Hidup
lingkungan hidup
Persentase Sekolah % 32 25,00 17,55 Tidak Memenuhi 17,55 54,84 Tidak Memenuhi Dinas
Adiwiyata Target Target Lingkungan
Hidup
Jumlah Komunitas komunitas 44 38,00 38,00 Memenuhi Target 38,00 86,36 Tidak Memenuhi Dinas
Lingkungan Target Lingkungan
Hidup
1.7. Urusan Pangan
1 Program pengembangan | Jumlah ketersediaan 2400 2.400,00 2.389,61 Tidak Memenuhi 2.389,61 99,57 Tidak Memenuhi | Dinas Ketahanan
ketersediaan dan energi dan protein perkapita kkal/kap/hari Target Target Pangan
penanganan kerawanan dan 64
pangan gram/kap/hari
Program pengembangan | Tingkat stabilitas % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Dinas Ketahanan
sistem distribusi dan pasokan pangan Target Pangan
stabilitas harga pangan
Program pengembangan | Jumlah KRPL yang KRPL 20 10,00 6,00 Tidak Memenuhi 6,00 30,00 Tidak Memenuhi | Dinas Ketahanan
penganekaragaman Aktif Target Target Pangan
konsumsi pangan
1.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
1 Program peningkatan Rata-rata nilai gotong- nilai 6,5 milyar 2 Milyar Tidak Memenuhi #VALUE! Tidak Dinas
partisipasi masyarakat royong kelurahan per tahun - Target - Memenuhi Pemberdayaan
dalam membangun Target Perempuan,
kelurahan Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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No

Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian
Kinerja
RPJMD pada
Tahun 2023

Target

Kinerja

RKPD
Tahun 2020

Realisasi
Capaian
Kinerja
RKPD Tahun
2020

Status
Ketercapaian
Kinerja RKPD

Tahun 2020

Capaian
RPJMD s/d
Tahun 2020

Tingkat
Capaian
RPJMD s/d
Tahun
2020

Status
Ketercapaian
terhadap Target
RPJMD

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan

Jumlah kegiatan
rersponsif gender bidang
kesehatan

kegiatan

10

4,00

100,00

Memenuhi Target

100,00

1.000,00

Melebihi Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah kegiatan
rersponsif gender bidang
pendidikan

kegiatan

100,00

Memenuhi Target

100,00

2.000,00

Melebihi Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah kegiatan
rersponsif gender bidang
ekonomi

kegiatan

40

16,00

100,00

Memenuhi Target

100,00

250,00

Melebihi Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah kegiatan
rersponsif gender bidang politik

kegiatan

15

100,00

Memenuhi Target

100,00

666,67

Melebihi Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Program Keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan

Persentase tugas dan
fungsi gugus tugas yang
dilaksanakan

%

75

50,00

60,47

Tidak Memenubhi
Target

60,47

80,63

Tidak Memenuhi
Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah dokumen profil
anak update dan terpublikasi

dokumen

95,00

Tidak Memenubhi
Target

95,00

9.500,00

Tidak Memenuhi
Target

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
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Capaian Target %Za;:zi' Status Capaian (-:rg::)%li(:; Status Perangkat
. L Kinerja Kinerja o Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKISIIS?I'”ﬁ Kinerja RKPD $|T1JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 ahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
Persentase lembaga % 60 20,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 166,67 Melebihi Target Dinas
masyarakat yang aktif dalam Pemberdayaan
pemenuhan hak anak Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase layanan % 100 - 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Melebihi Target Dinas
pengasuhan anak bagi Pemberdayaan
orang/keluarga yang Perempuan,
memperoleh layanan sesuai Perlindungan
standar Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Rasio anak yang nilai 0,21 0,28 75,00 Tidak Memenuhi 75,00 35.714,29 Tidak Memenuhi Dinas
mengalami kekerasan per 1.000 Target Target Pemberdayaan
jumlah anak Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Rasio perempuan usia nilai 5.2 6,4 4,00 Tidak Memenubhi 4,00 76,92 Tidak Memenuhi | Dinas
18 tahun ke atas yang Target Target Pemberdayaan
mengalami kekerasan per Perempuan,
10.000 perempuan usia 18 Perlindungan
tahun ke atas Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.10.  Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Program Peningkatan Jumlah calon investor Investor 60 60,00 60,00 Memenuhi Target 60,00 100,00 Memenuhi Dinas
Promosi dan Kerja sama Target Penanaman
Investasi Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2 Program peningkatan Jumlah Regulasi 1 1,00 1,00 Memenuhi Target 1,00 100,00 Memenuhi Dinas
iklim investasi dan Kebijakan/Regulasi Pendukung Target Penanaman
realisasi investasi Investasi yang Diterbitkan Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Jumlah Dokumen Data Dokumen 2 2,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi Dinas
Potensi Daerah yang Uptodate Target Target Penanaman
dan Terpublikasi Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
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Capaian Target %Za;:zi' Status Capaian (-:rg::)%li(:; Status Perangkat
. L Kinerja Kinerja o Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKISIIS?I'”ﬁ Kinerja RKPD $|T1JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 ahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020
Pintu
3 Program Penyiapan Persentase Sumber % 70 55,00 - Tidak Memenubhi - - Tidak Memenuhi | Dinas
potensi sumberdaya, Daya Pendukung Pengelolaan Target Target Penanaman
sarana, dan prasarana Data Potensi Daerah Modal dan
daerah Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
4 Program pengendalian Persentase Pelaku % 55 55,00 61,00 Melebihi Target 61,00 110,91 Melebihi Target Dinas
dan pengawasan Usaha Tertib Administrasi Penanaman
penanaman modal Ketentuan Penanaman Modal Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
5 Program peningkatan Persentase Jenis % 80 80,00 - Tidak Memenuhi - - Tidak Memenuhi | Dinas
pelayanan perizinan Layanan Selesai Sesuai Target Target Penanaman
terpadu Standar Pelayanan Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Program Keluarga Cakupan pasangan usia % 9,88 10,92 11,27 Melebihi Target 11,27 114,02 Melebihi Target Dinas
Berencana subur yang tidak ber-kb Pengendalian
(unmeetnet) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Persentase penggunaan % 5 6,50 30,22 Melebihi Target 30,22 604,50 Melebihi Target Dinas
kontrasepsi jangka panjang Pengendalian
(MKJP) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Cakupan ketersediaan % 100 100,00 108,71 Melebihi Target 108,71 108,71 Melebihi Target Dinas
dan distribusi alat dan obat Pengendalian
kontrasepsi untuk memenuhi Penduduk dan
permintaan masyarakat Keluarga
Berencana
Persentase tingkat % 26,5 25,00 9,75 Tidak Memenuhi 9,75 36,78 Tidak Memenuhi Dinas
keberlangsungan pemakaian Target Target Pengendalian
kontrasepsi Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2 Program kesehatan Persentase Keluarga % 55 54,00 72,29 Melebihi Target 72,29 131,44 Melebihi Target Dinas
reproduksi remaja yang Aktif dalam BKR Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
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Capaian Target %Za;:zi' Status Capaian (-:rg::)%li(:; Status Perangkat
. - Kinerja Kinerja L Ketercapaian Ketercapaian Daerah
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJIMD pada RKPD RKISIIS?I'”ﬁ Kinerja RKPD $|T1JMD s/d RPJI\:I]D s/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 | Tahun 2020 ahun Tahun 2020 ahun 2020 | Tahun RPIMD Jawab
2020 2020

3 Program pembinaan Cakupan kelompok kegiatan % 80 76,00 62,48 Tidak Memenubhi 62,48 78,11 Tidak Memenuhi | Dinas
peran serta masyarakat yang melakukan pembinaan Target Target Pengendalian
dalam pelayanan KB/KR keluarga melalui 8 fungsi Penduduk dan
yang mandiri keluarga Keluarga

Berencana
Persentase data KKBPK yang % 95 90,00 100,00 Melebihi Target 100,00 105,26 Melebihi Target Dinas
akurat dan tepat waktu Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

4 Program Peningkatan Persentase ketersediaan % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Dinas
sarana & prasarana Sarana & Prasarana Target Pengendalian
pelayanan komunikasi, Pelayanan KB Penduduk dan
informasi, edukasi, Keluarga
advokasi KB Berencana

5 Program peningkatan Persentase kecukupan % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Dinas
sarana dan prasarana Sarana & Prasarana Target Pengendalian
pelayanan KB di klinik Pendukung pelayanan Penduduk dan
KB dan kendaraan Keluarga
pelayanan KB keliling Berencana
(DAK)

6 Program Persentase Lembaga % 65 41,00 38,46 Tidak Memenuhi 38,46 59,17 Tidak Memenuhi | Dinas
Pengembangan Pusat Pemerintah/Swasta yang Target Target Pengendalian
Pelayanan Informasi dan | memiliki PIK Tahap Tegak Penduduk dan
Konsling KRR Keluarga

Berencana

7 Program peningkatan Persentase penyuluh % 100 100,00 100,00 Memenuhi Target 100,00 100,00 Memenuhi Dinas
daya jangkau dan KB aktif Target Pengendalian
kualitas pelayanan Penduduk dan
tenaga lini lapangan KB Keluarga

Berencana
1.12.  Urusan Perhubungan

1 Program pembangunan Persentase ruang parkir % 19 29,00 22,00 Tidak Memenuhi 22,00 115,79 Melebihi Target Dinas
prasarana dan fasilitas sesuai standar perparkiran Target Perhubungan
perhubungan

Wilayah yang terlayani wilayah 5 4,00 4,00 Memenuhi Target 4,00 80,00 Tidak Memenuhi | Dinas
angkutan umum kecamatan Target Perhubungan
Persentase ketersediaan % 55 40,00 n/a Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi | Dinas
prasarana fasilitas Target Target Perhubungan
Perhubungan

2 Program peningkatan Rasio jumlah angkutan rasio 0,001 0,00 0,00 Tidak Memenuhi 0,00 100,00 Memenuhi Dinas
pelayanan angkutan umum terhadap jumlah Target Target Perhubungan

penduduk

3 Program peningkatan Angka kecelakaan lalu lintas angka 38 40,00 52,00 Tidak Memenubhi 52,00 136,84 Tidak Memenuhi | Dinas
kelaikan pengoperasian Target Target Perhubungan
kendaraan bermotor
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Capaian Target %Za;:zi' Status Capaian (-:rg::)%li(:; Status Perangkat
. - Kinerja Kinerja L Ketercapaian Ketercapaian Daerah
N® st o el lnaletion (e SEER RPJMD pada RKPD RKI;IIS?I%ﬁun Kinerja RKPD $a|T1Ju'\:|]|323£% RP.Iila“ﬂB:/d terhadap Target Penanggung
Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2020 RPJMD Jawab
2020 2020
4 Program peningkatan Kecepatan rata-rata km/jam 28-38 40,00 41,47 Tidak Memenubhi 41,47 - Tidak Memenuhi | Dinas
dan pengamanan kendaraan Km per jam Target Target Perhubungan
lalulintas
Persentase Titik Kemacetan lalu % 0,88 1,13 0,60 Memenuhi Target 0,60 68,18 Melebihi Target Dinas
lintas Perhubungan
Tingkat pelanggaran lalu lintas % 13 15,00 - Tidak Memenubhi - - Tidak Memenuhi | Dinas
Target Target Perhubungan
1.13.  Urusan Perpustakaan
1 Program Pengembangan | Jumlah Kunjungan kunjungan 584139 534.570 270.133 Tidak Memenuhi 270.133 46,24 Tidak Memenuhi | Dinas
budaya baca dan Masyarakat ke Ruang Target Target Perpustakaan
pembinaan Baca Publik dan Kearsipan
perpustakaan
1.14. Urusan Persandian
1 Program Indeks KAMI indeks 4 1,00 2,00 Melebihi Target 2,00 50,00 Tidak Memenuhi | Dinas
Penyelenggaraan (Keamanan Informasi) Target Komunikasi dan
Persandian untuk Informatika
Pengamanan Informasi
1.15.  Urusan Pertanahan
1 Program Penataan Persentase Legalitas Tanah % 20 20,00 3,90 Tidak Memenuhi 3,90 19,50 Tidak Memenuhi | Dinas Pekerjaan
Penguasaan, Pemilikan, Target Target Umum dan
Penggunaan dan Penataan
Pemanfaatan Tanah Ruang
(P4T)
2 Program Penyelesaian Persentase Penurunan Konflik % 16 16,00 - Tidak Memenubhi - - Tidak Memenuhi | Dinas Pekerjaan
Konflik Pertanahan Pertanahan Dalam Wilayah Target Target Umum dan
Penataan
Ruang
1.16.  Urusan Statistik
1 Program Prosentase Data % 85 70,00 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi | Dinas
Penyelenggaraan Statistik yang dipublikasikan Target Target Komunikasi dan
Statistik Sektoral Informatika
1.17.  Urusan Tenaga Kerja
1 Program Peningkatan Persentase Tenaga % 35,3 29,2 15,31 Tidak Memenuhi 15,31 43,37 Tidak Memenuhi Dinas
Kualitas dan Kerja yang berkompetensi Target Target Ketenagakerjaan
Produktivitas Tenaga
Kerja
2 Program Peningkatan Persentase Penempatan % 32 27,5 21,00 Tidak Memenuhi 21,00 65,63 Tidak Memenuhi | Dinas
Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Target Target Ketenagakerjaan
3 Program Peningkatan Angka Sengketa nilai 0,5 1,3 0,74 Melebihi Target 0,74 148,00 Melebihi Target Dinas
Hubungan Industrial dan Pekerja Pengusaha Per- Tahun Ketenagakerjaan
Jamsostek
I1-80 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 11-81



Pada urusan wajib non pelayanan dasar, terdapat 49 capaian indikator program yang

tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2020. Hal tersebut disebabkan

oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.40. Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar Tahun 2020

Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu - Rendahnya tingkat kesadaran dan
Keluarga pemahaman masyarakat
2. Persentase penduduk mati yang memiliki akta | - Prosedur kepengurusan yang kurang efektif
kematian
3. Persentase penduduk yang memiliki kartu
tanda penduduk
4, Persentase penduduk yang telah
melaksanakan perekaman KTP elektronik
5. Persentase penduduk yang memiliki KIA
Urusan Kearsipan
6. Persentase perangkat daerah yang Rendahnya kualitas dan kompetensi IT SDM
mengimplementasikan layanan kearsipan aparatur
berbasis IT
7. Persentase perangkat daerah dengan temuan
ketidaksesuaian pengelolaan arsip
8. Persentase arsip yang telah dialihmediakan
Urusan Kebudayaan
9. Tingkat penerapan hukum adat
10. | Persentase organisasi kesenian daerah yang Minimnya pembinaan organisasi kesenian
produktif masyarakat
11. | Persentase sarana prasarana kesenian Minimnya perawatan dan pemanfaatan
daerah yang fungsional fasilitas kesenian
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
12. | Tingkat kecuk_upan sarana dan prasarana Minimnya sarana dan prasarana olahraga
olahraga publik
13. | Persentase OKP yang aktif Minimnya pembinaan organisasi
14. | Jumlah organisasi yang aktif dalam kepemudaan
pencegahan narkoba
Urusan Komunikasi dan Informatika
15. | Rasio Opini Positif dan Negatif - Kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat
(konsumen data)
- Kurangnya pemahaman SDM tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Urusan Lingkungan Hidup
16. | Persentase Cakupan titik pantau air dan udara | - Minimnya SDM pengawas dan pembinaan
kesehatan lingkungan
- Refocusing anggaran akibat covid19
17. | Persentase pelaku usaha/kegiatan yang Kurangnya kesadaran masyarakat dan
diawasi dan dibina pelaku usaha dalam mengolah lingkungan
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18. | Persentase penanganan sampah Minimnya armada penanganan sampah
19. | Persentase pengurangan timbulan sampah Pelaksanaan program hanya sebatas
inventarisasi data dan belum dilakukan
pembinaan dan sosialisasi
20. | Persentase pemenuhan baku mutu Kegiatan tidak dilakukan karena adanya
21, | Jumlah titik lahan kritis yang direhabilitasi refocusing anggaran akibat Covid-19
22. | Persentase Sekolah Adiwiyata
23. | Jumlah Data/Dokumen LH Penyusunan Dokumen IKLH tidak terlaksana
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
24. | Persentase koperasi aktif Melemahnya perekonomian akibat pandemik
COVID-19
25. | Pertumbuhan nilai omzet UKM
26. | Pertumbuhan SHU Anggota kesulitan mengembalikan pinjaman
kepada koperasi sebagai dampak pandemik
COVID-19
27. | Pertumbuhan wirausaha Tidak terlaksananya kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan
Pendataan UKM
28. | Wirausaha pemula Belum dijelaskan cara perhitungan indikator
program, baik target maupun realisasi
Urusan Pangan
29. | Jumlah ketersediaan energi dan protein Meningkatnya jumlah rumah tangga rawan
perkapita pangan akibat pandemik COVID-19
30. | Jumlah KRPL yang aktif Pemanfaatan pekarangan belum
berkelanjutan karena minimnya pembinaan
kelompok tani
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
31. | Rata-rata nilai gotong-royong kelurahan per Rendahnya partisipasi masyarakat kelurahan
tahun
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
32. | Persentase tugas dan fungsi gugus tugas Rendahnya efektivitas gugus tugas
yang dilaksanakan
33. | Jumlah dokumen profil anak update dan
terpublikasi
34. | Rasio anak yang mengalami kekerasan per Rendahnya pengawasan dan perlindungan
1.000 jumlah anak anak
35. | Rasio perempuan usia 18 tahun ke atas yang | Rendahnya pengawasan dan perlindungan
mengalami kekerasan per 10.000 perempuan | perempuan
usia 18 tahun ke atas
Urusan Penanaman Modal
36. | Jumlah Dokumen Data Potensi Daerah yang Rendahnya efektivitas perangkat daerah
Uptodate dan Terpublikasi dalam penyusunan anggaran dan
37. | Persentase Sumber Daya Pendukung perencanaan kegiatan
Pengelolaan Data Potensi Daerah
38. | Persentase Jenis Layanan Selesai Sesuai
Standar Pelayanan
Urusan Perhubungan
39. | Persentase ruang parkir sesuai standar Sarana dan prasarana parkir yang sesuai
perparkiran belum memadai
40. | Persentase ketersediaan prasarana fasilitas Belum adanya regulasi transportasi
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Indikator Program

Faktor Penyebab

Perhubungan perkotaan (Tatralok)
41. | Rasio jumlah angkutan umum terhadap - Belum adanya regulasi transportasi
jumlah penduduk perkotaan (Tatralok)
- Angkutan umum kurang diminati oleh
pengguna jasa karena kehadiran transportasi
online
42. | Tingkat pelanggaran lalu lintas Adanya refocusing anggaran sehingga tidak
dapat dilaksanakan
Urusan Perpustakaan
43. | Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Ruang Rendahnya animo masyarakat mengunjungi
Baca Publik ruang baca publik
Urusan Pertanahan
44. | Persentase Legalitas Tanah Rendahnya efektivitas pelayanan pertanahan
45. | Persentase Penurunan Konflik Pertanahan
Dalam Wilayah
Urusan Statistik
46. | Prosentase Data Statistik yang dipublikasikan | - Minimnya sarana dan prasarana layanan
- Belum dibentuknya pengelola layanan
informasi
- Kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat
(konsumen data)
- Kurangnya pemahaman SDM tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Urusan Tenaga Kerja
47. | Persentase Tenaga Kerja yang berkompetensi | Minimnya pembinaan tenaga kerja
48. | Persentase Penempatan Tenaga Kerja
49. | Persentase Perusahaan Menerapkan UMP Minimnya kesadaran perusahaan terhadap
peraturan UMP
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3. Urusan Pilihan

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pilihan Tahun 2020

q Realisasi ’
. L CI:(?E:?: l;rﬁ\rgr?; Ca_lpai_an Ketzrtg;L:Jszjlian Cappulizn (-Znar:)gali(:; KeteS:(a:l;L:)Zian PRV Dl
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJMD pada RKPD RKISIIS?I'”ﬁ Kinerja RKPD 'II'?PhJMchs)é% RPIMD s/d | terhadap Target Per?]anggbung
Tahun 2023 | Tahun 2020 2020 Tahun 2020 anun Tahun 2020 RPIMD awa
Urusan Pilihan
1.1. Urusan Kelautan dan Perikanan
1 Program Pengembangan Rata-rata produksi/hektar ton/ha 10,64 10,83 12,37 Melebihi Target 12,37 116,26 Melebihi Target Dinas Perikanan
Budidaya Perikanan
Cakupan kelompok perikanan kelompok 147 100 87,00 Tidak Memenuhi 87,00 59,18 Tidak Memenuhi | Dinas Perikanan
budidaya perikanan Target Target
2 Program Pengembangan Retribusi penjualan hasil rupiah 45.000.000 30.000.000 15.296.500 Tidak Memenuhi 15.296.500 33,99 Tidak Memenuhi | Dinas Perikanan
Unit Pelaksana Teknis perikanan Target Target
Perikanan Budidaya Air
tawar (UPT- PBAT)
3 Program Optimalisasi Tingkat Konsumsi Ikan kg/tahun 44,00 43,35 51,11 Melebihi Target 51,11 116,16 Melebihi Target Dinas Perikanan
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Hasil Perikanan
Jumlah produk hasil perikanan jenis 13 10 7,00 Tidak Memenubhi 7,00 53,85 Tidak Memenuhi | Dinas Perikanan
yang unggul Target Target
1.2 Urusan Pariwisata
1 Program Persentase Potensi % 80 50 20 Tidak Memenuhi 20 25,00 Tidak Memenuhi | Dinas Pariwisata
Pengembangan wisata yang menjadi destinasi Target Target
Destinasi Pariwisata wisata
2 Program Tingkat kepuasan % 95 80 75,68 Tidak Memenuhi 75,68 79,66 Tidak Memenuhi Dinas Pariwisata
pengembangan wisatawan Target Target
pemasaran pariwisata
Tingkat Efisiensi % 35 20 Tidak Memenuhi - Tidak Memenuhi | Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Target Target
3 Program Jenis Produk Wisata jenis 4 2 1 Tidak Memenuhi 1 25,00 Tidak Memenuhi | Dinas Pariwisata
Pengembangan Unggulan Target Target
Kemitraan
1.3. Urusan Perdagangan
1 Program Optimalisasi Persentase pertumbuhan sub % 100 100 64 Tidak Memenuhi 64 64,00 Tidak Memenuhi | Dinas
Perdagangan Dalam sektor perdagangan besar dan Target Target Perdagangan
Negeri eceran dan Perindustrian
2 Program Pembinaan Persentase pasar rakyat yang % 90 90 11,11 Tidak Memenuhi 11,11 12,35 Tidak Memenuhi | Dinas
dan Pengelolaan Pasar mengalami peningkatan standar Target Target Perdagangan
dan Perindustrian
3 Program Perlindungan Persentase UTTP yang tertib % 100 100 95 Tidak Memenuhi 95 95,00 Tidak Memenuhi | Dinas
Konsumen dan ukur dan tingkat penyelesaian Target Target Perdagangan
Pengamanan masalah perlindungan dan Perindustrian
Perdagangan konsumen
1.4. Urusan Perindustrian
1 Program Persentase cakupan % 90 90 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi | Dinas
Pengembangan Sentra pengembangan sentra dan Target Target Perdagangan
dan Klaster Industri klaster industri dan Perindustrian
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. Realisasi ’
o Kineria | Kinena | Cevaan | (SO, | Copaen | TS| ereapaian | Perangkal Daeran
No Urusan/ Program Indikator Kinerja Satuan RPJMD pada RKPD RKISIIS?I'”ﬁ Kinerja RKPD 'II'?PhJMchs)é% RPIMD s/d | terhadap Target Per?]anggbung
Tahun 2023 | Tahun 2020 2020 Tahun 2020 anun Tahun 2020 RPJMD awd
2 Program Jumlah industri naik ikm - 55 12 Tidak Memenuhi 12 #VALUE! Tidak Memenuhi | Dinas
Pengembangan Industri kelas Target Target Perdagangan
Kecil dan Menengah dan Perindustrian
1.5. Urusan Pertanian
11 Program Peningkatan Jumlah KEL. Tani yang kel. Tani 72 66 60 Tidak Memenubhi 60 83,33 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi menerapkan teknologi Target Target
Pertanian/Perkebunan
2 Program Peningkatan Persentase Lahan Pertanian % 97 85 70 Tidak Memenuhi 70 72,16 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Sarana dan Prasarana Yang Memiliki Sarana dan Target Target
Pertanian Prasarana Pertanian berkualitas
3 Program peningkatan Tingkat produktifitas tanaman Ton/Ha 17,2 14,5 12,98 Tidak Memenuhi 12,98 75,47 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
produksi utama Target Target
pertanian/perkebunan
4 Program Persentase Lahan Pertanian % 90 73 70 Tidak Memenubhi 70 77,78 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Pengembangan Jaringan | Yang Memiliki Sarana dan Target Target
Irigasi Pertanian Prasarana Pertanian berkualitas
Persentase luas irigasi dalam % 90 78 73 Tidak Memenubhi 73 81,11 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
kondisi baik Target Target
5 Program Persentase Kelompok Tani % 95 80 70 Tidak Memenubhi 70 73,68 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Pemberdayaan Penyuluh | Yang Menerapkan Budidaya Target Target
Pertanian/Perkebunan Pertanian
Rasio cakupan binaan kelompok 80 78 70 Tidak Memenuhi 70 87,50 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
kelompok tani Target Target
6 Program Pencegahan Persentase Penanganan Hama % 58,97 58,97 60 Melebihi Target 60 101,75 Melebihi Target Dinas Pertanian
dan Penanggulangan Terhadap Budidaya Pertanian
Penyakit Ternak
7 Program Pemeliharaan Persentase Luas Lahan % 82 70 60 Tidak Memenuhi 60 73,17 Tidak Memenuhi Dinas Pertanian
Kesehatan dan Pertanian Terdampak Target Target
Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Persentase Ternak Terdampak % 70 Tidak Memenubhi 70 #DIV/0! Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Penyakit Target Target
8 Program Peningkatan Luas Lahan Budidaya ha 100 70 60 Tidak Memenubhi 60 60,00 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Produksi Hasil Peternakan yang Terintegrasi Target Target
Peternakan
Jumlah Produksi Hasil Rp 2.973.521 2.516.441 0 Tidak Memenuhi 0 - Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Peternakan Produksi Daging Target Target
Termasuk UNGGAS
9 Program Peningkatan Persentase Penerapan % 45 30 20 Tidak Memenuhi 20 44,44 Tidak Memenuhi | Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi Pengelolaan budidaya Target Target
Peternakan Pertanian
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Pada urusan pilihan, terdapat 23 capaian indikator program yang tidak mencapai

target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2020. Hal tersebut disebabkan oleh

berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.42. Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program
Urusan Pilihan Tahun 2020

Urusan Kelautan dan Perikanan
1 | Cakupan kelompok perikanan budidaya - Minimnya pembinaan kelompok perikanan
perikanan - Minimnya alokasi bantuan pertanian
2 | Jumlah produk hasil perikanan yang unggul - Kurangnya diversivikasi produk hasil
3 | Retribusi penjualan hasil perikanan perikanan serta belum optimalnya pemasaran
di dalam dan di luar wilayah
- Masih rendahnya SDM pengolahan
- Masih terbatasnya sarana prasarana
pengolahan hasil perikanan
- Masih kurangnya promosi pemasaran hasil
perikanan
- Sebagian usaha pengolahan ikan masih
dilakukan secara tradisional
- Belum optimalnya pengolahan sentra produk
hasil perikanan
Urusan Pariwisata
4 | Persentase Potensi wisata yang menjadi Refocusing anggaran wisata
destinasi wisata
5 | Jenis Produk Wisata Unggulan
6 | Tingkat kepuasan wisatawan - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana
7 | Tingkat Efisiensi Promosi Pariwisata pariwisata
- Rendahnya kualitas SDM pariwisata
Urusan Perdagangan
8 | Persentase pertumbuhan sub sektor Melemahnya perekonomian akibat Covid-19
perdagangan besar dan eceran
9 Persentase pasar rakyat yang mengalami Adanya perbedaan indikator antara form
peningkatan standar monev program dengan form monev
program/kegiatan
10 | Persentase UTTP yang tertib ukur dan tingkat
penyelesaian masalah perlindungan
konsumen
Urusan Perindustrian
11 | Persentase cakupan pengembangan sentra Progres persiapan kawasan industri baru
dan klaster industri sampai pada tahapan Konsultasi Jasa
Penilaian Publik (KJPP)
12 | Jumlah industri naik kelas Melemahnya perekonomian akibat Covid-19
Urusan Pertanian
13 | Jumlah Kel. Tani yang menerapkan teknologi - Minimnya pembinaan kelompok tani
14 | Persentase Luas Lahan Pertanian Terdampak | - Minimnya alokasi bantuan pertanian
15 | Persentase Ternak Terdampak Penyakit
16 | Persentase Penerapan Pengelolaan budidaya
Pertanian
17 | Persentase luas irigasi dalam kondisi baik
18 | Persentase Lahan Pertanian Yang Memiliki
Sarana dan Prasarana Pertanian berkualitas
19 | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan | Jumlah perkembangan kelompok tani tidak
Budidaya Pertanain seimbang dengan jumlah penyuluh pertanian
20 | Rasio cakupan binaan kelompok tani
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No | Indikator Program Faktor Penyebab
21 | Luas Lahan Budidaya Peternakan yang Lahan peternakan belum seluruhnya mampu
Terintegrasi memenuhi kebutuhan pupuk organic untuk
lahan pertanian
22 | Tingkat produktifitas tanaman utama Masih terjadi pemotongan sapi di luar RPH
sehingga tidak tercatat
23 | Jumlah Produksi Hasil Peternakan Produksi Tidak tercapainya beberapa indikator terkait
Daging Termasuk UNGGAS produktivitas pangan
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4. Urusan Penunjang

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Penunjang Tahun 2020

L . Status
Capaian Kinerja Target Kinerja I(?:eall§a5| K tStatus‘ Capaian (':I' mglfat Ketercapaian Pgrangl;]at
No Urusan/ 